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ABSTRACT
Name : MUHAMMAD ARIF
NIM : 10400114293
Faculty / Department : Shariah and Law / Legal Studies
Title : Analysis of Constitutional Court Decision Number 88 / PUU-
XIV / 2016 Regarding Testing Cases Act Number 13 of 2012 
concerning Privileges of Yogyakarta Special Region
The main problem of this research is how the Law Number 13 of 2012 concerning the
Privileges  of  the  Special  Region of  Yogyakarta  regulates  the  election  of  Regional  Heads  in
Yogyakarta and what are the legal implications of the Constitutional Court's decision to accept
the applicant's petition in the judicial review of Law Number 13 of 2012.
The type of research used by the author is a type of ethnographic research. The data
sources used are through documents and interviewees related to this research.
The results of this study conclude that the filling in of the position of Governor and Deputy
Governor in the Province of DIY becomes an authority in matters of DIY privileges that are
different from other regions that bear the status of regional autonomy. Filling in the position of
Governor and Deputy Governor as stated in Article 7 paragraph (2) UUK DIY is related to the
procedures  for  filling  positions,  positions,  duties  and authority  of  the  Governor  and Deputy
Governor. The legal implications of the decision number 88 / PUU-XIV / 2016 are now in the
Special Region of Yogyakarta that serves as Regional Head may be male and female.
The author suggests that the Government is currently able to read the situation so that
the polemic that has occurred until now can be overcome. It is very worrying if Yogyakarta has a
special status since. first it will disappear slowly consumed by the current of modernization.
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ABSTRAK
Nama : MUHAMMAD ARIF
NIM : 10400114293
Fak/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul :  Analisis  Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 88/PUU-XIV/2016
Terhadap Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Keistimewaan Daeah Istimewa Yogyakarta
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana undang-undang Nomor 13 tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah
di Yogyakarta dan apa implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima
permohonan pemohon dalam uji materi undang-undang Nomor 13 Tahun 2012.
Jenis penlitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian etnografi, Adapun sumber
data  yang  digunakan  adalah  melalui  dokumen  dan  wawancara  narasumber  yang  berkaitan
dengan penelitian ini.
Hasil  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Pengisian  jabatan  Gubernur  dan  Wakil
Gubernur di Provinsi DIY menjadi suatu kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY yang
berbeda  dengan  daerah-daerah  lainnya  yang  menyandang  status  otonomi  daerah.  Pengisian
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2)
UUK DIY adalah berkaitan dengan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang
Gubernur  dan  Wakil  Gubernur.  Adapun  implikasi  hukum terhadap  putusan  nomor  88/PUU-
XIV/2016  adalah  sekarang  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  menjabat  sebagai  Kepala
Daerah boleh laki-laki dan perempuan.
Penulis menyarankan agar Pemerintahan saat ini mampu membaca situasi agar polemik
yang terjadi sampai sekarang ini bisa teratasi.  Sangat mengkhawatirkan jika Yogyakarta yang
memiliki  status  istimewa sejak.  dulu  akan  hilang  secara  perlahan-lahan  termakan  oleh  arus
modernisasi yang ada.
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. 
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang 
dimaksud satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus adalah daerah yang 
diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Provinsi Papua , Nanggroe Aceh 
Darussalam , dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B 
Ayat (1) menyatakan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pembentukan 
daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai pendidikan politik 
ditingkat lokal. Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonomi 
untuk menyelenggarakan fungsi – fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat 
khusus. 
Dari beberapa daerah yang diberikan otonomi khusus , Yogyakarta adalah 
salah satu wilayah tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur yang menjadi 
perhatian karena daerah tersebut diberikan status istimewa atau otonomi khusus. 
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Status tersebut merupakan warisan dari peninggalan zaman belanda. Nama 
Yogyakarta  sendiri diambil dari nama Ngayogyakarta. Dibangunnya kota 
Ngayogyakarta di hutan beringan, tempat itu merupakan kota kecil yang indah 
dimana ada istana pasanggrahan yang disebut Garjitawati. Pada zaman 
pemerintahan pakubuwono II pasanggrahan ini diberi nama ngayogya dan 
dipergunakan sebagai tempat pemberhentian jenazah para raja yang akan 
dimakamkan di imogiri. Untuk mengabadikan nama itu, ibukota daerah Sultan 
Hamengkubuwono I pun diberi nama Ngayogyakarta. Ngayogyakarta berasal dari 
dua kata yaitu Yogya dan Karta. Yogya berarti pantas, terhormat, indah, 
bermartabat, mulia. Karta berarti perbuatan, karya, amal.1 Kesultanan 
Ngayogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai 
zelbestuurende Lanschappen , dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Status 
tersebut membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus wilayah (Negaranya) sendiri dibawah pengawasan 
pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yang kemudian juga diakui dan 
diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Ir.Soekarno yang duduk 
dalam sidang BPUPKI dan PPKI dan menyatakan bahwa Yogyakarta sebagai daerah 
bukan lagi sebuah negara. 
                                                          
1Purwadi.2014.Sejarah Raja-raja Jawa Sejarah Kehidupan Kraton dan Perkembangannya 
di Jawa, Jakarta, media abadi, hlm.387 
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Seiring berjalannya waktu dan ditengah silang pendapat masyarakat 
mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 7 April 2007, Sultan 
Hamengkubuwono X mengeluarkan pernyataan bersejarah lewat orasi budaya pada 
perayaan ulangtahunnya yang ke-61 , yang pada intinya tidak bersedia lagi dipilih 
sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setelah masa jabatannya selesai 
tahun 2008. 
Pernyataan Sultan Hamengkubuwono X itu mendapat tanggapan dari 
berbagai pihak. Sofian Effendi menyampaikan bahwa keraton memang tidak perlu 
ikut kegiatan dalam pemerintahan sehari-hari, Sultan dan Keraton harus di atas itu 
tetapi keuangan Keraton harus dijamin anggaran daerah. Sedangkan keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta menurutnya dapat meniru kesultanan Malaysia atau 
system monarki parlementer Inggris. Sementara itu Purwo Santoso pakar otda UGM 
menilai sebagai langkah positif bagi perkembangan demokrasi dan tidak menyalahi 
keistimewaan.2 
Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas  pada 13 April 2007 
menunjukkan 74,9% responden setuju jika jabatan Gubernur di pegang oleh kerabat 
Keraton Yogyakarta. Artinya, kepala daerah Yogyakarta haruslah orang dari dalam 
kerajaan. Substansi Istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam 
                                                          
2http://m.detik.com Rabu 15 November jam 21.00 
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kontrak politik antara Nagari Kesultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Puro 
Pakualaman dengan Pemimpin Besar Revolusi Soekarno sebagaimana dituangkan 
dalam Pidato Penobatan Hamengkubuwono IX pada 18 Maret 1940.3 
Substansi Istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga hal : 
1. Istimewa dalam hal sejarah pembentukan. Pemerintahan Daerah Istimewa 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945, pasal 18 dan penjelasannya 
mengenai hak asal usul suatu daerah dalam teritori Negara Indonesia terdapat 
lebih kurang 250 zelfbestuurende-landschappen dan volks-gemeenschappen  
serta bukti-bukti autentik/fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan, 
baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 
hingga sekarang ini dalam memajukan pendidikan Nasional dan Kebudayaan 
Indonesia. 
2. Istimewa dalam hal Bentuk Pemerintahan. Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagai daerah setingkat provinsi yang terdiri dari penggabungan wilayah 
Kasultanan Nagari Ngayogyakarta dengan Praja Kadipaten Pakualaman dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 
1950. 
3. Istimewa dalam hal Kepala Pemerintahan. Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
dijabat oleh Sultan dan Adipati yang bertakhta sesuai Piagam Kedudukan, 19 
                                                          
3http://www.duniarta.com diakses Rabu 15 November jam 19.00 
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Agustus 1945, Maklumat Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII tanggal 5 
September 1945 maupun tanggal 30 Oktober 1945. Kedudukan Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 
1950 sebagai lex spesialis tidak pernah diatur secara jelas dalam Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dan 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai lex generalis sehingga 
menimbulkan implikasi yuridis setiap ada perubahan undang-undang yang 
mengatur tentang pemerintahan daerah maupun kepala daerahnya.4 
Sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara atas satuan-satuan 
pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia saat itu membentuk 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Undang-Undang tersebut, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 
juga merupakan instrument yuridis demi berjalannya pemerintahan Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan dan 
ketentraman masyarakat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dibentuk dengan berlandasakan pada 
asas pengakuan atas hak asal usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinekaan, efektivitas 
pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Undang-
                                                          
4http://markijar.com diakses selasa 14 November jam 15.40 
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undang yang keseluruhan memiliki 51 pasal itu pun disahkan pada tanggal 31 
Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.5 
Namun dalam proses pelaksanaannya, terdapat satu pasal yang menurut 
pemohon membatasi hak Konstitusional seorang  wanita untuk menjadi kepala 
daerah, yaitu pada BAB VI tentang persyaratan Calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur pasal 18  huruf m yang berbunyi “menyerahkan daftar riwayat hidup yang 
memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan 
anak-anak” yang berarti menurut pemohon bahwa yang berhak menjadi Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur hanyalah laki-laki. Dan akhirnya, perkara ini pun di 
bawa ke Mahkamah Konstitusi dan Permohonan pemohon pun dikabulkan.  
Namun apabila ditinjau dari sudut pandang islam, sudah sepantasnyalah 
yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu 
Wata’ala dalam surah An-Nisaa ayat 34 yang berbunyi : 
 اَمِّبَو ٍضَْعب ىَلَع ْمُهَضَْعب ُ َّاللَّ َل َّضَف اَمِّب ِّءاَسِّ نلا ىَلَع َنوُما َّوَق ُلاَج ِّ رلام ِّهِّلاَوَْمأ ْن ِّم اُوَقفَْنأ  
Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita) , dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka.” (Q.S An-Nisaa’ :34) 
                                                          
5http://klinik.hukumonline.com Rabu 15 November jam 20.15  
7 
 
 Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam Kitab Nailul Authar, 8/305, “Di 
dalamnya terdapat dalil bahwa seorang wanita tidak berhak menduduki 
kepemimpinan dan tidak boleh bagi masyarakat untuk mengangkatnya karena 
mereka harus menghindari segala sesuatu yang dapat menyebabkan mereka tidak 
beruntung.” 
 Al-Mawardi rahimahullah berkata saat berbicara tentang jabatan menteri, 
Tidak dibolehkan bagi seorang wanita untuk menduduki jabatan tersebut, 
berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam,  
ةأرما ىلإ مهرمأ اودنسأ ٌموق حلفأ ام 
Artinya : “Tidak akan beruntung suatu kaum, yang menyandarkan urusannya 
kepada wanita.” 
 Karena di dalamnya akan dituntut sebuah pendapat dan kekuatan tekad yang 
dalam hal ini kaum perempuan lemah, di samping hal ini akan membuatnya harus 
tampil untuk langsung mengatasi sebuah masalah yang boleh jadi merupakan 
perkara terlarang.” (Al-Ahkam As-Sulthaniah, hal. 46).6 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis mempertanyakan apakah benar 
ada hak konstitusional yang dilanggar dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dikeluarkannya putusan  
Nomor 88/PUU-XIV/2016 
                                                          
6Hamka, 1996, Kedudukan Perempuan Dalam Islam, Jakarta, Pustaka Panjimas, hlm.72 
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut, penulis merumuskan 
permasalahan yang menjadi inti kajian dalam penelitian kali ini  
1. Bagaimanakah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang pemilihan 
Kepala Daerah di Yogyakarta ? 
2. Apa implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang 
menerima permohonan pemohon dalam uji materi Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2012 ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 
1. Untuk Mengetahui sistem atau pengaturan Kepala Daerah dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
2. Untuk mengetahui dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang 
menerima permohonan pemohon dalam uji materi Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2012. 
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D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakkan  agar dapat menambah wawasan keilmuan baik dari 
pembaca maupun penulis sendiri dan penulis berharap agar penelitian ini 
dikemudian hari dapat menjadi referensi yang tepat khususnya dalam bidang Hukum 
Tata Negara dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 
 
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A Otonomi Daerah
Pada  pasal  1  Undang-Undang Nomor  32  tahun 2004,  dijelaskan bahwa
yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan.
Desentralisasi  merupakan  penyerahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat
kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  daerah  mulai  dari
kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka
demokrasi. Sementara itu, otonomi adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam rangka desentralisasi.
Selanjutnya  dalam  undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang
pemerintahan  daerah,  dinyatakan  prinsip  otonomi  daerah  menggunakan  prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam arti  daerah  diberikan kewenangan mengurus  dan
mengatur  semua  urusan pemerintahan  di  luar  yang  menjadi  urusan  pemerintah
yang ditetapkan dalam undang-undang.  Daerah memiliki  kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan , perningkatan peran serta, prakarsa,
dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada  peningkatan  kesejaheraan
rakyat.
Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang
nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa
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untuk  menangani  urusan  pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan  tugas,
wewenang,  dan  kewajiban  yang  senyatanya  telah  ada  dan  berpotensi  untuk
tumbuh,  hidup,  dan  berkembang  sesuai  dengan  potensi  dan  kekhasan  daerah.
Dengan  demikian,  isi  dan  jenis  otonomi  bagi  setiap  daerah  tidak  selalu  sama
dengan  daerah  lainnya.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  otonomi  yang
bertanggungjawab  adalah  otonomi  yang  penyelenggaraannya  harus  benar-benar
sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk
memberdayakan  daerah,  termasuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang
merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu
berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  selalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi  yang tumbuh dalam masyarakat.  Juga
penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus  menjamin  keserasian  huubungan  antara
daerah  dengan  lainnya.  Artinya,  mampu  membangun  kerja  sama  antar  daerah
untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bersama  dan  mencegah  ketimpangan  antar
daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah otonomi daerah juga harus mampu
menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus
mampu memelihara dan menjaga  keutuhan wilayah Negara dan tetap  tegaknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.1
1Simanjuntak, Bungaran Antonius, 2013, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia 
Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia hlm 47-48
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1 Konsep Otonomi Daerah
Pada dasarnya, ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah
tersebut.  Pertama,  adalah  political  equality,  yaitu  guna  meningkatkan
partisipasi  politik  masyarakat  pada  tingkat  daerah.  Hal  ini  penting  artinya
untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan Negara. Kedua, adalah
local  accountability  yaitu  meningkatkan  kemampuan  dan  tanggungjawab
pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah.
Hal ini sangat penting artinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan  sosial  di  masing-masing  daerah.  Ketiga  adalah  local
Responsiveness  yaitu  meningkatkan  respon  pemerintah  daerah  terhadap
masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat
penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
sosial di daerah.
Keinginan  untuk  mewujudkan  otonomi  daerah  di  Indonesia  sebenarnya
sudah ada sejak lama. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar
1945, otonomi daerah sudah sejak semula didambakan oleh bangsa Indonesia
dan diharapkan akan dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Namun demikian,
perjalanan sejarah Negara kita menunjukkan bahwa sampai saat ini  harapan
terebut belum dapat terwujud dengan baik. Walaupun dalam Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  1974  secara  formal  juga  dimaksudkan  untuk  dapat
mewujudkun otonomi  daerah  tersebut,  akan tetapi  bagaimana system untuk
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melaksanakannya  tidaklah  tertera  begitu  jelas.  Karena  itu,  tidaklah
mengherankan bilamana pelaksanaan otonomi daerah tersebut dalam masa orde
baru  tidak  dapat  diwujudkan  sebagaimana  diharapkan  walaupun  undang-
undang  tersebut  telah  diterapkan  selama  25  tahun.  Bahkan  kenyataan
menunjukkan bahwa justru dengan adanya undang-undang tersebut sentralisasi
pembangunan  menjadi  semakin  tinggi.  Keadaan  ini  terlihat  dari  semakin
terpusatnya kewenangan pembangunan daerah ditangan pemerintah pusat.
Sentralisasi  yang  demikian  besar  ternyata  menimbulkan  berbagai
permasalahan  pembangunan  daerah  yang  sangat  serius.  Pertama,  proses
pembangunan  daerah  secara  keseluruhan  menjadi  kurang  efisien  dan
ketimpangan  pembangunan  antar  daerah  semakin  besar.  Keadaan  tersebut
terjadi  karena  sistem  pembangunan  yang  terpusat  cenderung  mengaambil
kebijakan  yang  seragam  dan  mengabaikan  perbedaan  dan  variasi  potensi
daerah  yang  sangat  besar.  Dengan  demikian,  banyak  potensi  daerah,  baik
sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia,  yang  belum  dapat
dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, daerah yang potensi daerahnya
kebetulan  sesuai  dengan  kebijaksanaan  nasional  akan  dapat  tumbuh  lebih
cepat.  Sedangkan  daerah  yang  potensinya  tidak  sesuai  dengan  prioritas
pembangunan  nasional  akan  cenderung  tertekan  pertumbuhan  ekonomi  dan
pembangunannya.  Akibatnya  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah
cenderung  melebar  yang  selanjutnya  cenderung  pula  mendorong  terjadinya
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keresahan sosial di daerah. Kedua, sistem pembangunan yang sangat terpusat
menimbulkan  ketidakadilan  yang  sangat  besar  dalam  alokasi  sumber  daya
nasional, terutama dana pembangunan daerah. Keadaan tersebut terlihat dari
banyaknya provinsi yang kaya sumber daya alam, tetapi tingkat kesejahteraan
masyarakatnya  masih  sangat  rendah  dan  ketinggalan  dibandingkan  daerah
lainnya.
Karena  adanya  kelemahan  tersebut  maka  tuntutan  untuk  melaksanakan
otonomi  daerah  dan  mengurangi  sentralisasi  pembangunan  semakin  lama
semakin  besar.  Puncaknya  terjadi  pada  era  reformasi  dimana  masyarakat
menuntut  untuk  dilaksanakannya  perubahan  secara  mendasar  dalam
pembangunan secara keseluruhan dan sekaligus sebagai salah satu cara untuk
mempercepat proses pembangunan daerah. Malah provinsi-provinsi yang kaya
dengan sumber daya alam seperti Riau,Irian Jaya, dan Aceh sampai menuntut
untuk  diberikan  kemerdekaan  bilamana  sentralisasi  pembangunan  tersebut
tidak dapat dikurangi atau otonomi daerah tidak direalisasikan2 
2 Konsep Keistimewaan
sebagai  akibat  perkembangan  kehidupan  bernegara  yang  semakin
kompleks,  serta  warga  negaranya  semakin  menjadi  semakin  banyak  dan
2Sjafrizal,2015, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, ,Jakarta, PT 
Raja Grafindo Persada,hlm.106-108
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heterogen maka dibeberapa negara ( negara kesatuan ) telah dilaksanakan asas
dekonsentrasi dan desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
di daerah yang kemudian melahirkan daerah-daerah otonom. Penyelenggaran
pemerintahan daerah di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal
18  undang-undang  dasar  negara  republik  Indonesia  tahun  1945  yaitu
berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan.dari  konsep itu maka
lahirlah  daerah  otonom  dan  daerah  otonom  itu  memiliki  otonomi  daerah.
Menurut Soehino, bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri , sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pasal 18 B ayat 1 UUD NRI tahun 1945, juga memberikan suatu
preveleg  terhadap  suatu  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  dikenal  dengan
daerah otonomi khusus yang tentunya sifat otonominya berbeda dengan daerah
lainnya . pasal tersebut juga mengakui dan menghormati daerah yang bersifat
istimewa tentunya juga memiliki keistimewaan dibandingkan dengan deareah-
daerah lainnya.
Sebelum  dilakukannya  perubahan  terhadap  undang-undang  dasar  negara
republik Indonesia tahun 1945, ketentuan “istimewa” tercantum dalam batang
tubuh pasal 18 UUD NRI 1945, dan juga dijelaskan dalam penjelasan pasal 18
UUD NRI  1945.  Sebagaimana  diketahui,  bahwa pasal  18  UUD NRI  1945
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sebelum  perubahan  tidak  dijabarkan  kedalam  ayat-ayat  sebagaimana  yang
terdapat dalam ketentuan pasal 18 UUD NRI 1945 setelah perubahan3
3 Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi  daerah  merupakan  titik  fokus  yang penting  dalam
rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat
disesuaikan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  potensi  dan  kekhasan  daerah
masing-masing. Otonomi Daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-
Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  60,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan
otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4437).  Selanjutnya,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  hingga saat  ini  telah  mengalami  beberapa  perubahan,
terakhil kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan
3 Titon Slamet Kurnia. 2015 Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia. Bandung, Salatiga.hlm130-131
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daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 
Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk
membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi
hak  daerah.  Maju  atau  tidaknya  suatu  daerah  sangat  ditentukan  oleh
kemampuan  dan  kemauan  untuk  melaksanakan  yaitu  pemerintah  daerah.
Pemerintah Daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun
daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
4 Pengaruh Globalisasi Terhadap Otonomi Daerah
Globalisasi  secara  sederhana  diartikan  sebagai  proses  yang  mendunia
dalam  arti  mempunyai  dampak  atau  pengaruh  yang  tidak  mengenal  batas
Negara  (borderless).  orientasi  industri  menjadi  lebih  global,  perusahaan-
perusahaan dari Negara maju akan datang ke Negara-negara lain yang lebih
menarik bagi perkembangan industrinya. Mobilitas investasi dan industry ini
sangat  dipengaruhi  oleh  teknologi  informasi  yang  memungkinkan  suatu
perusahaan untuk beroperasi di berbagai Negara tanpa harus mendirikan usaha
bisnis baru di Negara tersebut, tetapi misalnya, melalui aliansi strategis dengan
perusahaan  lokal.  Orientasi  konsumen  juga  menjadi  lebih  global  serta
cenderung  mencari  produk  yang  termurah  dan  terbaik  kualitasnya.  Dunia
menjadi  semakin  terbuka,  Negara-negara  menjadi  saling  terhubungkan  dan
perekonomiannya ditandai oleh saling ketergantungan.
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Saat ini dunia sedang dikurung oleh kebudayaan global yang tidak dapat
dihindari.  Tidak ada  suatu  masyarakat  atau  bangsa di  dunia  ini  yang dapat
mengisolasikan diri dari gelombang globalisasi. Oleh sebab itu, tidak ada jalan
lain untuk menghindar dari pengarush globalisasi yang sedang melanda secara
kuat ke semua Negara di dunia, selain menghadapinya dengan merumuskan
strategi  yang  dapat  mengadopsi  nilai-nilai  global  yang  relevan  serta
mengadaptasi  nilai-nilai  baru  tersebut  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dan
berkembang di dalam masyarakatnya.
Globalisasi dapat ,memberikan efek positif  terhadap umat manusia.tetapi
dapat  juga  memberikan  dampak  negative.  Secara  moral  globalisasi  dapat
merupakan bentuk eksploitasi dari Negara yang kuat terhadap Negara-negara
yang lemah. Globalisasi juga dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi
dan  merupakan  suatu  pemborosan  terhadap  Negara  dan  masyarakat  yang
dikuasai oleh Negara-negara maju yang menguasai teknologi. Dari segi sosial,
globalisasi  dapat  merupakan  suatu  bentuk  yang  dapat  menimbulkan
ketegangan-ketegangan sosial karena perbedaan antara yang punya dan yang
tidak punya (the haves and the have nots) akan semakin lebar sehingga dapat
menimbulkan  ketegangan  sosial  yang  semakin  ekslusif.  Perbedaan  tersebut
bukan hanya terjadi antarbangsa-bangsa tetapi juga di dalam suatu Negara atau
suatu masyarakat dapat terjadi ketegangan-ketegangan yang disebutkan di atas.
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Oleh  sebab  itu,  pemerintah  daerah  perlu  mempersiapkan  diri  untuk
menghadapi dampak negative dari globalisasi.
Dalam konteks mondial, Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang
berada  dalam  situasi  dilematis  dari  satu  arus  perubahan  dalam  dua  level
sekaligus, yakni perubahan global utara-selatan yang menjadi semakin egaliter
dan tidak semakin bersifat hierarkis-ekspolitatif, sebagaimana yang kini sedang
berlangsung. Dan sisi lain adanya kebutuhan untuk mendorong demokratisasi.
Hal itu tampak dilematis karena :
1 Perubahan  relasi  utara-selatan  mendatangkan  tuntutan  bagi
peningkatan  kualitas  posisi  tawar-menawar  politik.  Implikasinya
Negara harus berada pada posisi paling kuat, guna melakukan tawar-
menawar dalam aspek politik, ekonomi, yang tentunya harus didukung
oleh kapabilitas pemerintahan dan legitimasi kekuasaan oleh rakyat.
2 Pengalaman orde baru memberikan petunjuk tentang adanya kekuatan
politik dan ekonomi yang cenderung dimiliki  oleh sekelompok elite
politik, birokrat, dan konglomerat dengan dukungan militer baik secara
personal maupun intuisi. Hal ini telah menimbulkan dampakk trumatis,
bahwa Negara kuat dengan dukungan kekuatan politik dan birokrat di
bidang pemerintahan, kekuatan ekonomi oleh konglomerat besar dan
intervensi  secara  politis-ideologis  pleh  militer  dalam  segmentasi
kehidupan sosial, ekonomi, dan politik nasional.
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Namun kenyataan ini memberikan pengalaman pahit akan keinginan untuk
menciptakan  supremasi  sipil  dalam gejala  konteks  kebijakan  ruang  publik,
supremasi hokum dalam tataran keadilan, dan menciptakan suatu masyarakat
madani  yang  memberdayakan  masyarakat  sipil,  baik  personal  maupun
kelembagaan terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini menelurkan
adagium seperti  desentralisasi.  Hak Asasi  Manusia,  good governance  ,  dan
berbagai isu global yang bersifat egaliter, transparan, dan demokratis. Dalam
konteks  dilematis  ini,  Indonesia  iingin berkiprah dan tampil  kembali  secara
terhormat  sebagai  salah  satu  Negara  Negara  yang  dihormati  dalam  frame
reformasi.  Sesuatu  yang  harus  diperjuangkan  dengan  tuntutan  lingkungan
politik  dan ekonomi  dunia  yang  kadang  mengamputasi  nasionalisme,  harga
diri, dan semangat kebangsaan.4
5 Hubungan Legislatif Dan Eksekutif Di Daerah
Salah satu implikasi dari Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru ini
adalah  yang  menyangkut  hubungan  antara  lembaga  Legislatif  dan  lembaga
Eksekutif di Daerah,  yang peluangnya untuk menjadi sangat dynamis tinggi
sekali. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang sudah dipraktekkan selama 25
tahun lebih dibawah pemerintahan orde baru.
4Kaloh,2007, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab 
Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, ,Jakarta, PT Asdi Mahasatya, hlm.33-35
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Undang-Undang No.5 tahun 1974 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah
terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Klausul ini
jelas menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam posisi yang lebih
rendah  dari  Gubernur  di  Provinsi,  Bupati  di  Kabupaten,  dan  Walikota  di
Kotamadya, karena ketiga pejabat yang disebut terakhir ini merupakan aparat
pemerintah pusat  yang ada di  daerah dalam rangka penyelenggaraan sistem
dekonsentrasi.  Sebagai  pejabat  pemerintah  pusat  di  daerah  mereka  dapat
dengan mudah melakukan veto atas nama Presiden, ataupun tidak menganggap
ada  semua  inisiatif  kebijaksanaan  yang  muncul  dari  lembaga  legislatif  di
daerah.  Apalagi  ketika  konsep  “Gubernur  Sebagai  Penguasa  Tunggal”
diberlakukan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud.
Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Nomor  22  tahun  1999  memberikan
tempat  yang  berbeda  antara  lembaga  legislatif  dan  lembaga  Eksekutif.  Di
dalam pasal 14 ayat 1 dinyatakan bahwa “Di daerah dibentuk DPRD sebagai
Badan  Legislatif  Daerah  dan  Pemerintah  Daerah  sebagai  Badan  Eksekutif
Daerah.” Sementara itu yang dimaksudkan dengan Pemerintah Daerah adalah
hanya “Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya.” Dan yang perlu kita
catat adalah “Kedudukan” di antara kedua lembaga tersebut bersifat “sejajar
dan menjadi mitra” sekaligus. Kalau ini dikatakan sebagai ide demokrasi dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, maka kita dapat melihat misi
demokrasi yang diemban oleh UU Otonomi Daerah yang baru ini.
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Kalau kita bandingkan dengan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan
pada masa sekarang dengan UU Nomor 5 tahun 1974, DPRD menempati posisi
yang  sangat  kuat  dan  setara  dengan  kekuasaan  eksekutif,  akan  tetapi  ada
perbedaan-perbedaan  yang  sangat  menonjol  dibandingkan  dengan  DPRD
seperti  yang sekarang  ini.  DPRD telah  dibekali  dengan  sejumlah  hak yang
tentu saja kalau dijalankan dengan baik akan mengakibatkan lembaga tersebut
akan mampu memainkan peranan yang sangat kuat dalam menciptakan checks
and  balance  dengan  pihak  eksekutif.  Sehingga  segala  sesuatunya  terpulang
kembali  kepada Dewan itu  sendiri  untuk mampu atau  tidaknya memainkan
peranan yang diharapkan oleh warga masyarakat.5
6 Asas-Asas Pemerintahan Daerah
Selama  ini  dipahami  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah
didasarkan  tiga  asas,  yaitu  asas  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas
pembantuan. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya
dalam UU No.5 tahun 1974, UU No.22 tahun 1999 dan UU No.32 tahun 2004
mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan UUD 1945
Pasal  18  ayat  2,  ditegaskan  bahwa  pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah
kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan
menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Ketentuan  ini  menegaskan
5Syaukani dkk, 2007, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, , Yogyakarta, Pustaka 
Pelajar, hlm.191-192
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bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  pemerintahan  daerah  hanya  ada
pemerintahan  otonomi  (  termasuk  tugas  pembantuan  ).  Prinsip  baru  dalam
pasal 18 lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah
sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi
unsur pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Gubernur, Bupati,
dan Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah. 
1 Asas Desentralisasi
Definisi  desentralisasi  menurut  beberapa  pakar  berbeda
redaksionalnya,  tetapi  pada  dasarnya  mempunyai  arti  yang  sama.
Menurut  Joeniarto,  desentralisasi  adalah memberikan wewenang dari
pemerintah  Negara  kepada  pemerintah  lokal  untuk  mengatur  dan
mengurus  urusan  tertentu  sebagai  urusan  rumah  tangganya  sendiri.
Amrah  Muslimin,  mengartikan  desentralisasi  adalah  pelimpahan
wewenang  pada  badan-badan  dan  golongan-golongan  dalam
masyarakat  dalam daerah  tertentu  untuk mengurus  rumah tangganya
sendiri.
Menurut UU No.5 Tahun 1974 Pasal I butir b, desentralisasi adalah
penyerahan urusan pemerintahan dari  pemerintah atau daerah tingkat
atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.  Dalam UU
No. 22  Tahun 1999 Pasal  I  butir  e  ditegaskan,  desentralisasi  adalah
24
penyerahan wewenang  pemerintahan oleh  pemerintah  kepada  daerah
otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 32
Tahun  2004  Pasal  I  angka  7,  mengartikan  desentralisasi  adalah
penyerahan wewenang  pemerintahan oleh  pemerintah  kepada  daerah
otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meskipun  penilaian  terhadap  desentralisasi  memperlihatkan
catatan-catatan  keberhasilan,  namun  pemerintah  masih  berhati-hati
dalam bergerak  kea  rah  desentralisasi  yang  lebih  luas  atau  ke  arah
pendelegasian  pelaksanaan  pembangunan.  Data-data  memang  tidak
memungkinkan  penilaian  yang  pasif  terhadap  dampak  desentralisasi,
namun  kondisi-kondisi  yang  memengaruhi  pelaksanaan  program-
program desentralisasi dapat diketahui secara pasti. 
Pengalaman  di  banyak  Negara  berkembang  menunjukkan  bahwa
desentralisasi  bukan  merupkan  langkah  yang  cepat  untuk  mengatasi
masalah-masalah  pemerintahan,  politik,  dan  ekonomi.  Penerapannya
tidak secara otomatis mengatasi kekurangan tenaga kerja atau personil
yang  terampil.  Desentralisasi  tidak  menjamin  bahwa jumlah  sumber
yang  besar  dapat  dihasilkan  di  tingkat  daerah.  Satu  bentuk
desentralisasi  mungkin akan berhasil  di sebuah negara,  sedangkan di
negara-negara  lain  desentralisasi  tidak  berhasil.  Namun  demikian,
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kekurangan-kekurangan  yang  dibuktikan  oleh  pengalaman  sejumlah
negara  berkembang  tidak  berarti  bahwa  usaha-usaha  itu  harus
dihentikan. 
2 Asas Dekonsentrasi
Amrah  Muslimin  mengartikan,  dekonsentrasi  ialah  pelimpahan
sebagaian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah
pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan,  dekonsentrasi
adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya
sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang
oleh  pemerintah  pusat  kepada  alat-alat  perlengkapan bawahan  untuk
menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.
Menurut  UU No.  5  Tahun  1974  Pasal  I  huruf  f  ,  dekonsentrasi
adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau
kepal instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.
Asas  dekonsentrasi  di  dalam  penjelasan  UU  No.5  tahun  1974
dipandang  bukan  sekedar  komplemen  atau  pelengkap  terhadap  asas
desentralisasi,  akan  tetapi  sama  pentingnya  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan  di  daerah.  Dari  penegasan  ini  semakin  memperkuat
penilaian masyarakat bahwa spirit yang dibangun oleh UU No.5 Tahun
1974 adalah sentralistik.
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UU No. 32 Tahun 1999 Pasal I angka 8 mengartikan, dekonsentrasi
adalah  pelimpahan  wewenang pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu,
Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :
a Dari segi wewenang
b Dari segi pembentuk pemerintah
c Dari segi pembagian wilayah
3 Asas Tugas Pembantuan
Di  samping  pengertian  otonomi,  menurut  Amrah  Muslimin,  kita
dapati  juga  istilah  yang  selalu  bergandengan  dengannya,  yaitu
“medebewind”, yang mengandung arti kewenangan pemerintah daerah
menjalankan  sendiri  aturan-aturan  dari  pemerintah  pusat  atau
pemerintah  daerah  yang  lebih  tinggi  tingkatnya.  Kewenangan  ini
mengenai  tugas  melaksanakan sendiri  (zelfuitvoering)  atas  biaya  dan
tanggungjawab  terakhir  dari  pemerintah  tingkat  atasan  yang
bersangkutan.
Menurut  Joeniarto,  disamping  pemerintah  lokal  yang  berhak
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri,  kepadanya dapat pula
diberi  tugas-tugas  pembantuan.  Tugas  pembantuan  ialah  tugas  ikut
melaksanakan  urusa-urusan  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  lokal
yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya.
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Beda  tugas  pembantuan  dengan  tugas  rumah  tangga  sendiri,  di  sini
urusannya  bukan  menjadi  urusan  rumah  tangga  sendiri,  tetapi
merupakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Kepada
pemerintah  lokal  yang  bersangkutan  diminta  untuk  ikut  membantu
penyelenggaraannya  saja.  Oleh  karena  itu,  dalam tugas  pembantuan
tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan , wewenangnya mengatur
dan mengurus, terbatas kepada penyelenggaraan saja. 
Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal I  butir  9,  dinyatakan
tugas  pembantuan  adalah  penugasan  dari  pemerintah  kepada  daerah
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau
desa  serta  dari  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa  untuk
melaksanakan tugas tertentu.6 
7.  Dasar Hukum Otonomi daerah
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
18 Ayat 1-7, Pasal 18A aayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2.
b Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah, Pengaturan, Pemnbagian, dan Pemanfaatan Sumber
Daya Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pussat
dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6Huda,Ni’matul, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo 
Persada, hlm.328-334
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c Ketetapan  MPR  RI  Nomor  IV/MPR/2000  tentang  rekomendasi
Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
e Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
f Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah
(Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).7
B Undang-Undang
Undang-Undang atau Perundang-undangan (UU) adalah peraturan perundang-
undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dengan
persetujuan  bersama  Presiden8.  Undang-Undang  memiliki  kedudukan  sebagai
aturan  main  bagi  rakyat  untuk  konsolidasi  posisi  politik  dan  hukum,  untuk
mengatur  kehidupan  bersama  dalam rangka  mewujudkan  tujuan  dalam  bentuk
negara. Undang-Undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip
yang  mengatur  kekuasaan  pemerintah,  hak  rakyat,  dan  hubungan  di  antara
keduanya.
1 Sejarah Undang-Undang
7Rusdianto Sesung, 2013 Hukum Otonomi Daerah , Negara Kesatuan, Negara Istimewa, 
dan Daerah Otonomi Khusus, Bandung, Refika Aditama, hlm. 37-43
8Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82)
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Undang-Undang berarti sumber hukum, semua dokumen yang dikeluarkan
oleh ototritas yang lebih tinggi, yang dibuat dengan prosedur tertulis. Konsep
hukum yang  didefinisikan  oleh  sebuah  laporan  dari  kontrak  dan  perjanjian
(yang  hasil  dari  negosiasi  antara  sama  dalam  hal  hukum),  kedua  dalam
hubungan  dengan  sumber-sumber  hukum  lainnya:  tradisi  (dan  kebiasaan),
kasus  hukum,  undang-undang  dasar  (Konstitusi,”Piagam  Besar”,dan
sebagainya),  dan  peraturan-peraturan  dan  tindakan  tertulis  lainnya  dari
eksekutif, sementara undang-undang adalah karya legislasi, sering diwujudkan
dalam parlemen yang mewakili rakyat.
2 Syarat Undang-Undang
Kekuatan  berlakunya  undang-undang  ini  perlu  dibedakan  dari  kekuatan
mengikatnya  undang-undang.  Telah  dikemukakan  bahwa  undang-undang
mempunyai  kekuatan  mengikat  sejak  diundangkannya  didalam  lembaran
negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya, kekuatan berlakunya
undang-undang  menyangkut  berlakunya  undang-undang  secara  operasional.
Undang-undang  mempunyai  persayaratan  untuk  dapat  berlaku  atau  untuk
mempunyai kekuatan berlaku . ada tiga syarat berlakunya undang-undang yaitu
:
a Diundangkan  dalam Lembaran  Negara,  pada  zaman  Hindia  Belanda
Lembaran  Negara  disebut  staatsblad  adalah  suatu  lembaran  (kertas)
tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan negara dan
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pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu Undang-undang
dimuat  dalam tambahan Lembaran Negara,  yang  mempunyai  nomor
urut.  Lembaran  Negara  diterbitkan  oleh  menteri  Sekretaris  Negara,
yang disebut dengan tahun penerbitannya dan nomor berurut. Misalnya
Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 1 (LN 1962/1)
b Berlakunya  undang-undang  menurut  tanggal  yang  ditentukan  dalam
undang-undang itu sendiri.
c Jika tidak disebutkan dalam undang-undang itu, maka mulai berlaku 30
hari  setelah  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  untuk  daerah
kepulauan  Jawa  dan  Madura,  sedangkan  untuk  yang  lainnya  mulai
berlaku 100 hari setelah diundangkan dalam Lembaran Negara.
Setelah semua syarat terpenuhi, maka berlakulah suatu fictie hukum, yaitu
setiap orang dianggap telah tau tentang adanya suatu undang-undang sehingga
tidak  ada  alasan  untuk  membela  diri  jika  melakukan  pelanggaran  terhadap
aturan  tersebut  dengan  mengatakan  ketidaktahuan  dengan  adanya  sebuah
aturan.
3 Kekuatan Berlaku Undang-Undang
a Kekuatan Berlaku Yuridis
Undang-undang memiliki kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan
formal  terbentuknya  undang-undang  itu  telah  terpenuhi.  Menurut  Hans
Kelsen,  kaedah  hukum  mempunyai  kekuatan  berlakun  apabila
penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu
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kaedah  hukum  merupakan  sistem  kaidah  secara  hierarchies. Di  dalam
Grundnorm  (norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaidah yang
berasal dari satu kata hukum. Dari norma dasar itu hanya dapat dijabarkan
berlakunya kaidah hukum dan bukan isinya.  Pertanyaan berlakunya hukum
itu  berhubungan  dengan  das  sollen,  berhubungan  dengan  pengertian
hukum.  Dasar  kekuatan  berlaku  yuridis  pada  prinsipnya  harus
menunjukkan :
1 Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-
undangan,  dalam arti  harus  dibuat  oleh  badan atau  pejabat  yang
berwenang.
2 Keharusan  adanya  kesesuaian  bentuk  atau  jenis  peraturan-
perundang-perundangan dengan materi yang diatur, terutama kalau
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
atau sederajat.
3 Keharusan mengikuti tata cara tertentu, seperti pengundangan atau
pengumuman setiap undang-undang harus dalam Lembaran Negara,
atau  peraturan  daerah  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  DPR
bersangkutan.
4 Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
b Kekuatan Berlaku Sosiologis
Disini intinya adalah efektivitas atau hasil guna kaidah hukum didalam
kehidupan  bersama.  Yang  dimaksudkan  ialah  bahwa  berlakunya  atau
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diterimanya hukum didalam masyarakat itu lepas dari  kenyataan apakah
peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Jadi
dari sini berlakunya hukum merupakan kenyataan dalam masyarakat. Dasar
kekuatan  berlaku  sosiologis  harus  mencerminkan  kenyataa  penerimaan
dalam masyarakat.  Menurut  soejono soekanto  dan Purnadi  Purbacaraka,
bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah
hukum didasarkan pada teori yaitu :
1 Teori  kekuasaan  bahwa  secara  sosiologis  kaidah  hukum  berlaku
karena  paksaan  penguasa,  terlepas  dari  diterima  atau  tidak  dari
masyarakat
2 Teori  pengakuan  bahwa  kaidah  hukum  berlaku  berdasarkan
penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku
c Kekuatan Berlaku Filosofis
Hukum  memiliki  kekuatan  berlaku  filosofis  apabila  kaidah  hukum
tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
Undang-undang nomor 19 tahun 1948 adalah suatu contoh undang-undang
yang hanya mempunyai kekuatan berlaku yuridis karena telah memenuhi
persyaratan formal terbentuknya, tetapi belum berlaku secara operasional.
Walaupun  undang-undang  tersebut  sudah diundangkan  tetapi  dinyatakan
berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh menteri kehakiman. Undang-
undang nomor 2 tahun1960 tentang bagi hasil telah mempunyai kekuatan
berlaku yuridis tetapi didalam praktek tidak sepenuhnya berlaku.
33
Dasar kekuatan berlaku filosofis menyangkut pandangan mengenai inti
atau hakikat dari  kaidah hukum itu,  yaitu apa yang menjadi cita hukum
yaitu apa yang mereka harapkan dari  hukum, misalnya untuk menjamin
keadilan, ketertiban, kesejahteraan  dan sebagainya. Agar berfungsi, maka
kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut.
C Mahkamah Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  adalah  salah  satu  lembaga  negara  yang dibentuk
berdasarkan amanah Pasal  24C  jo.  Pasal  III  Aturan Peralihan UUD NRI 1945.
Mahkamah  konstitusi  adalah  lembaga  negara  yang  termasuk  salah  satu  pelaku
kekuasaan  kehakiman  yang  melakukan  fungsi  peradilan  dalam  menangani
permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD NRI 1945.
Jimly  Asshiddiqie  menjelaskan  bahwa  Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi
pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum
adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju
demokratis, sedangkan keberadaan konstitusi  lebih untuk menyelesaikan konflik
antar  lembaga  negara  karena  dalam  proses  perubahan  menuju  negara  yang
demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara.9
9Ikhsan Rosyada Parlutuhan Daulay,2006. Mahkamah Konstitusi, Memahani Keberadaannya 
dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia., Jakarta, PT Asdi Mahasatya, hlm. 18-19
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1 Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi
Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi  berada  pada  posisi  yang
strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah
Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan
politik,  baik  dari  pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya
mendapatkan  kekuasaan  dalam  sistem  kekuasaan  di  Negara  Republik
Indonesia.  Hal  ini  menjadikan  kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  berada
diposisi  yang  sentral  sekaligus  rawan  terhadap  interfensi  atau  pengaruh
kepentingan  politik.  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia berada di bidang yudikatif berdiri sendiri
dan  terpisah  dari  Mahkamah  Agung.  Hal  ini  ditegaskan  melalui  Undang-
Undang Nomor  24  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  sebagaimana
yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang
Perubahan atas  Undang-Undang Nomor  24  Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi,  menentukan bahwa, Mahkamah Konstitusi  merupakan salah satu
lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan  peradilan,  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengatur
organisasi,  personalia,  administrasi,  dan  keuangannya  sendiri,  serta  dapat
mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi  kelancaran  pelaksanaan
tugas dan wewenangnya.
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2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Pasal  24  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  disebutkan  bahwa:  “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Berdasarkan ketentuan
tersebut  Mahkamah  konstitusi  diberi  kewenangan   dalam   melaksanakan
kekuasaan   kehakiman.   Ada  empat   kewenangan   dan   satu   kewajiban
Mahkamah  Konstitusi yang telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan
ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:
1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilu.
2 Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberi  putusan  atas  pendapat  Dewan
Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  Presiden  dan/atau
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Dengan ketentuan-ketentuan baru  yang mengatur  kekuasaan membentuk
undang-undang di atas, maka yang perlu digaris bawahi di sini adalah suatu
kenyataan  bahwa  pengesahan  rancangan  undang-undang  menjadi  undang-
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undang bukan merupakan sesuatu  yang telah  final.  Namun,  undang-undang
tersebut  masih  dapat  dipersoalkan  oleh  masyarakat  yang  merasa  hak
konstitusionalnya  dirugikan  jika  undang-undang  itu  jadi  dilaksanakan,  atau
oleh  segolongan  masyarakat  dinilai  bahwa  undang-undang  itu  bertentangan
dengan  norma  hukum  yang  ada  diatasnya  misalnya  melanggar  pasal-pasal
UUD NRI 1945.10 Uji  undang-undang ini  dapat  berupa uji  material  dan uji
formil. Uji material apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi undang-
undang yang bersangkutan,  sedangkan uji  formil  apabila  yang dipersoalkan
adalah prosedur pengesahannya.
3 Putusan Mahkamah Konstitusi
a Pengertian Putusan 
Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para
pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakimberdasarkan alat  buktu
dan keyakinannya.  Menurut  Gustaf  Radbruch,  suatu  putusan seharusnya
mengandung idee des recht atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan
kepastian hukum  dan  kemanfaatan.  Hakim  dalam  memutuskan  secara
10Taufiqurrohman Syahuri, 2011,  Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum Jakarta, 
Kencana,hlm.111
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objektif  memberikan  putusan  dengan  selalu  memunculkan  suatu
penemuan-penemuan hukum baru (recht vinding).11
Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat
yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk
mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu  perkara  atau  sengketa  antara  para
pihak.
b Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada
UUD NRI 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-
masing hakim konstitusi. Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2
(dua) seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana. Dalam putusan
Mahkamah  Konstitusi  harus  memuat  fakta  yang  terungkap  dalam
persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah
putusannya  menolak  permohonan,  permohonan  tidak  diterima  atau
permohonan dikabulkan.
c Isi Putusan
Ada tiga jenis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
11Sandrowgravel, Putusan Mahkamah Konstitusi, dikutip pada laman website: http://tentang-
ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html, diakses Rabu, 16 
November jam 20:23
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1 Permohonan tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
Permohonan  tidak  diterima  adalah  suatu  putusan  yang apabila
permohonannya  melawan  hukum  dan  tidak  berdasarkan  hukum.
Dalam  putusan  ini  permohonannya  tidak  memenuhi  syarat
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  dan  51  UU  Mahkamah
Konstitusi.  Pasal  50  berbunyi  “undang-undang  yang dapat
dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan
setelah  perubahan  UUD  1945”. Pasal    51    mensyaratkan
pemohon    adalah  pihak  menganggap  hak  dan/atau  kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dengan
kualifikasi pemohon sebagai berikut : (i) perorangan warga negara
indonesia,  (ii)  kesatuan  masyarakat  hukum adat  sepanjang masih
hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip
Negara Kesatuan RI, (iii) badan hukum publik atau privat, dan (iv)
lembaga  negara.  Pasal  51  mewajibkan  juga  pemohon  dan
permohonannya menguraikan dengan jelas dalam permohonannya
tentang  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya  dan
menguraikan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi
ketentuan UUD NRI 1945 atau materi  muatan dalam ayat,  pasal,
dan/atau  bagian  undang-undang  dianggap  bertentangan  dengan
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UUD  NRI  1945.  Dalam  permohonan  tidak  diterima  maka  amar
putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
2. Putusan Ditolak (Ontzigd)
Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila
permohonan  tidak  beralasan.  Dalam  hal  ini  undang-undang  yang
dimohonkan untuk diuji tidak bertentang dengan UUD NRI 1945 baik
mengenai  pembentukannya  maupun  materinya  baik  sebagian  atau
keseluruhannya,  yang dalam amar putusan menyatakan permohonan
ditolak.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  amar  putusannya
menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang
bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945,  maka  amar  putusan  juga
menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Permohonan Dikabulkan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  mengabulkan  permohonan
pemohon  wajib  dimuat  dalam  Berita  Negara  dalam  jangka  waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan sejak diucapkan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  telah  diuji  tidak  dapat  diuji
kembali (nebis in idem) yang merupakan asas yang juga dikenal dalam
hukum pidana.
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Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi
tiga,  yaitu:  declaratior, constitutief dan  condemnatoir.12 Putusan  declaratior
adalah putusa hakim yang menyatakan apa yang menjadi  hukum. Misalnya
pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau
menyatakan  suatu  perbuatan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Putusan
constitutif adalah  putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau
menciptakan  suatu  keadan  hukum  baru.  Sedangkan  putusan  condemnatoir
adalah  putusan  yang  berisi  penghukuman  tergugat  atau  termohon  untuk
melakkan  suatu  prestasi.  Misalnya,  putusan  yang  menghukum  tergugat
membayar  sejumlah  uang  ganti  rugi. Secara  umum  putusan  Mahkamah
Konstitusi  bersifat  declaratoir  dan  menjadi  hukumnya  dan  sekaligus  dapat
meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.  Dalam
perkara  pengujian  undang-undang,  putusan  yang  mengabulkan  bersifat
declaratoir karena  menyatakan  apa  yang  menjadi  hukum dari  suatu  norma
undang-undang yaitu  bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pada saat  yang
bersamaan,  putusan  tersebut  meniadakan  hukum  berdasarkan  norma  yang
dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.
12Onna Bustang,. 2013. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 45/PHPU.D-
VIII/2010 Tentang Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepal Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat. Skiripsi FH-UH : Makassar, hal. 24-28
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Putusan yang diambil dalam rapat permusyawaratan hakim, setiap hakim
konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap
permohonan. Putusan harus diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan
cara  musyawarah  untuk  mufakat.  Apabila  tidak  mencapai  mufakat,
musyawarah ditunda sampai rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) berikutnya.
Di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang
Mahkamah  Konstitusi  ditentukan  bahwa  dalam  sidang  permusyawaratan
pengambilan putusan tidak ada suara abstain. Rapat permusyawaratan Hakim
(RPH)  atau  pengambilan  putusan  adalah  bagian  dari  proses  memeriksa,
mengadili,  dan  memutus  perkara.  Oleh  karena  itu,  Rapat  Permusyawaratan
Hakim (RPH) harus diikuti ke-9 hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar
biasa putusan dapat diambil oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Pada saat
diikuti  oleh  8  (delapan)  orang  hakim  konstitusi,  dan  putusan  tidak  dapat
diambil  mufakat,  terdapat  kemungkinan  perbandingan  dalam  pengambilan
putusan adalah 4 (empat) berbanding 4 (empat).
Dalam pengambilan putusan, Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor
24  Tahun  2003  sebagaimana  yang  telah  di  ubah  dengan  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  24
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Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  mengamanatkan bahwa pendapat
anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda
memang dimungkinkan, dan dalam praktek sering terjadi, karena putusan dapat
diambil  dengan  suara  terbanyak  jika  musyawarah  tidak  dapat  mencapai
mufakat.  Pendapat  berbeda dapat  dibedakan menjadi  dua,  yaitu:  Dissenting
Opinion dan Concurent Opinion. Dissenting Opinion adalah pendapat berbeda
dari  sis  substansi  yang mempengaruhi  amar  putusan.  Sedangkan  Concurent
opinion adalah alasan berbeda tetapi pendapat sama yang mempengaruhi amar
putusan.
Perbedaan  dalam  Concurent  Opinion adalah  perbedaan  pertimbangan
hukum yang mendasari amar putusan yang sama.  Concurent Opinion karena
isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan amar yang sama tidak selalu
harus  ditempatkan  secara  terpisah  dari  hakim  mayoritas,  tetapi  dapat  saja
dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan.
Sedangkan  disenting  opinion sebagai  pendapat  berbeda  yang
memepengaruhi  amar  putusan  harus  dituangkan  dalam  putusan.  Disenting
Opinion merupakan  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  moral  hakim
konstitusi  yang  berbeda  pendapat  serta  wujud transparansi  agar  masyarakat
mengetahui  secara  menyeluruh  pertimbangan  hukum  putusan  Mahkamah
Konstitusi. Adanya  dissenting opinion tidak mempengaruhi kekuatan hukum
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putusan Mahkamah Konstitusi.  Putusan Mahkamah Konstitusi  yang diambil
secara mufakat oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi tanpa perbedaan memiliki
kekuatan yang sama, tidak kurang dan tidak lebih, dengan putusan Mahkamah
Konstitusi  yang diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi  5 (lima)
berbanding 4 (empat).
Dalam  praktek  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  penempatan  dissenting
opinion mengalami beberapa perubahan. Pertam kali,  dissenting ditempatkan
pada  bagian  pertimbangan  hukum Mahkamah  setelah  pertimbangan  hukum
mayoritas,  baru  diikuti  dengan  mara  putusan.  Pada  perkembangannya,
penempatan  demikian  dipandang  akan  membingungkan  masyarakat  yang
membaca putusan karena setelah membaca dissenting baru baca amar putusan
yang tentu bertolak belakang. Terlebih lagi apabila  dissenting  tersebut vukup
banyak sebanding dengan pertimbangan hukum hakim mayoritas.
Oleh  karena  itu,  penempatan  dissenting tersebut  kembali  diubah, yaitu
setelah  amar  putusan  tetapi  sebelum  bagian  penutup  tanda  tangan  hakim
konstitusi  serta  panitra  pengganti. Saat  ini, dissenting  ditempatkan  setelah
penutup dan tanda tangan hakim konstitusi namun sebelum nama dan tanda
tangan panitra pengganti.
4 Pengujian Undang-Undang Dan Perlindungan Ham
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Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ( MRI ) adalah badan Yudisial
yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  (UU  NRI  1945).  Bersama  dengan  Mahkamah  Agung
Republik Indonesia, MKRI merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang salah
satu  kewenangannya  adalah  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  undang-
undang dasar.13 Kewenangan ini sangat penting secara fungsional karena terkait
dengan perubahan kedua UUD NRI 1945 ysng melahirkan BAB XA tentang Hak
Asasi Manusia.
Secara teoritis,  rasio kewenangan pengujian konstitusional undang-undang pada
MKRI adalah untuk memberikan perlindungan HAM. Lewat kewenangan tersebut
MKRI berfungsi menegakkan Bab XA UUD NRI 1945 terhadap legislator agar
undang-undangnya tidak melanggar HAM. Dengan demikian, yang menjadi fokus
studi ini ialah perlindungan HAM oleh MKRI dalam pengujian konstitusionalitas
undang-undang.  Adapun  isu  sentralnya  adalah  “interpretasi  HAM  oleh  MKRI
sebagai  legal  reasoning  putusannya dalam pengujian  konstitusionalitas  undang-
undang.
Studi ini memaknai konsep HAM sebagai hak-hak alamiah (natural right),
yaitu  :  “they  are  not  acquired,  nor  can  they  be  transferred,  disposed  or
extinguished, by any act or event ; they inhere universally in all humans beings,
13 Pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 dan pasal 24 C ayat 1 jo. Pasal 7B UU NRI 1945 jo. 
Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
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throughout their lives, in virtye of their humanity alone, and they are inalienable.
Pendapat  ini  menggariskan  bahwa  sifat  alamiah  HAM  ada  pada  humanity
(kemanusiaan  atau  sifat  sebagai  manusia)  yang  inheren  pada  manusia  dalam
fungsinya  sebagai  sumber  HAM  yang  sangat  terkait  dengan  hakikat  manusia
sebagai makhluk yang memiliki aspek fisik dan eksistensial14
Sesuai  sifat  tersebut  maka  secara  prinsip  HAM  tidak  perlu  dituangkan  dalam
aturan hukum. Peter Mahmud Marzuki mengklaim :
“Hak-hak  dasar  ini  baik  bersifat  klasik  maupun  sosial  tidak  harus  dituangkan
kedalam aturan hukum. Hal ini disebabkan hak-hak itu bersifat orisinal bukan hak-
hak yang bersifat derivative. Jika harus dituangkan kedalam aturan hukum, tidak
diaturnya hak-hak itu  dalam konstitusi  suatu negara berarti  hak-hak itu  bersifat
non-eksisten.  Yang  demikian  ini  jelas-jelas  bertentangan  dengan  hakikat
kemanusiaan itu sendiri.”
D.. Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan
pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM
menggantikan istilah  Natural  Rights.  Hal  ini  karena  konsep hukum alam yang
14Peter Mahmud Marzuki. 2008.Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, hlm.180
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berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial.  Hak asasi manusia
yang dipahami sebagai natural rights merupakan  suatu  kebutuhan  dari  realitas
sosial  yang  bersifat  universal.  Dalam  perkembangannya  telah  mengalami
perubahan-perubahan  mendasar  sejalan  dengan  dengan  keyakinan  dan  praktek-
praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.
Semula HAM berada di Negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan
kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka Negara berkembang
seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk
melakukan  ratifikasi  instrument  HAM  internasional  sesuai  dengan  falsafah
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.15
Perempuan  sebagai  suatu  kelompok  dalam masyarakat  di  dalam suatu  Negara,
merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang
dimilikinya secara asasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memang tidak
menyatakan  secara  eksplisit  tentang  jaminan  hak  asasi  terhadap  kelompok
perempuan secara khusus, namun dalam pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan
kebebasan perlu dimmiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi,  termasuk tidak
melakukan  diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin.  Dengan  demikian,  bila
dikaitkan  dengan  kewajiban  Negara  untuk  memberikan  jaminan  atas  warga
negaranya,  Negara juga memiliki  tanggungjawab untuk menjamin perlindungan
15Muladi.2004.Hak Asasi Manusia Hakekat,Konsep dan Implikasinya dalam perspektif 
Hukum dan Masyarakat, Bandung Refika Aditama, hlm.3
47
hak asasi manusia kelompok perempuan sama seperti jaminan kepada kelompok
lainnya.16
1 Aspirasi Tentang Kewajiban Asasi Manusia
Aspirasi mengenai pentingnya hak asasi manusia selama ini sebenarnya
telah berkembang luas di luar paradigm pemikiran ‘barat’. Seluruh negeri
muslim  di  dunia  yang  tercermin  dalam  pandangan  para  pemimpinnya
ataupun kaum intelektualnya, telah terus-menerus menyuarakan pandangan
berbeda dari perpektif yang lazim menutamakan prinsip-prinsip HAM dan
mengabaikan pentingnya prinsip Kewajiban Asasi Manusia. Demikian pula
di Republik Rakyat Cina, dan di beberapa negara bagian Amerika Selatan,
pada umumnya, prinsip-prinsip kewajibanlah yang lebih diidealkan di atas
hak-hak.  Setidak-tidaknya  yang  diidealkan  adalah  hubungan  yang
seimbang antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia itu.
Jika ditelusuri lebih lanjut,  dapat dikatakan bahwa aspirasi mengenai
kewajiban asasi  manusia  itu  berkembang luas  di  tiga  kelompok  negara.
Pertama, negara-negara islam yang tergabung dalam Organisasi Konprensi
Islam  (OKI).  Dalam  masyarakat  islam,  berkembang  pandangan  bahwa
kehidupan  manusia  tidak  dimulai  dengan  hak-hak,  melainkan  disadari
16 Niken Savitri.2008 HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap 
KUHP.:Bandung Refika Aditama, hlm.1-2
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ataupun  tidak  dimulai  dengan  kewajiban-kewajiban  yang  bersifat  asasi.
Hak dipahami sebagai konsekuensi logis dari adanya kewajiban, dan hak
itu selalu bertimbal balik secara seimbang dengan kewajiban. Dalam upaya
untuk mempromosikan pandangan yang menekankan keseimbangan antara
hak dan kewajiban itulah maka pada tahun 1996 diadakan konfrensi OKI
yang  menghasilkan  deklarasi  Konfrensi  Kairo.  Deklarasi  Kairo  ini
mendapat perhatian serius para ahli. Termasuk Prof. Dr. Hans Kung yang
menjadi  perancang  awal  naskah  Deklarasi  Universal  Tanggung  Jawab
Manusia  itu,  ataupun  Prof.  Dr.  Oscar  Arias  yang  memberikan  inspirasi
penting dalam rangka penyusunan deklarasi itu dengan judul makalahnya
yang sangat provokatif “It’s Time to Talk About Responsibility”.
Kedua,  negara-negara  yang menganut  paham komisme seperti  RRC,
Vietnam,  Korea  Utara,  Kuba,  dan  negara  komunis  lainnya  seperti  Uni
Soviet yang kemudian terpecah beelah menjadi beberapa negara demokrasi.
Semua negara-negara ini menentang paham liberalism, individualisme, dan
kapitalisme. Paham hak asasi manusia yang mengutamakan individu di atas
nilai-nilai kolektivitas, dinilai sebagai konsepsi yang bertentangan dengan
falsafah  dasar  komunisme  itu  sendiri.  Ketiga,  kelompok  negara-negara
yang  dipimpin  oleh  rezim  otoriter  lainnya,  seperti  beberapa  negara  di
Amerika Selatan. Semua negara yang bersifat totaliter, baik dipimpin oleh
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dictator  sipil  ataupun  dipimpin  oleh  rezim  militer,  untuk  kepentingan
membela dan mempertahankan kekuasaannya, selalu menghadapi tuntutan-
tuntutan hak asasi manusia dari warganya . Oleh sebab itu, perjuangan hak
asasi  tidak  populer  dimata  pemerintahan-pemerintahan  otoriter  itu,
sehingga  paham  dan  konsepsi  dasar  hak  asasi  manusia  yang  bersifat
universal itu sendiri sering dikritik dan dikecam.
Dikarenakan hal-hal  tersebut  diatas,  pandangan yang berkembang di
lingkungan tiga kelompok negara itu cenderung dinilai oleh kalangan barat,
baik para pemimpin politik maupun para ilmuwan, sebagai sekedar alibi
rezim totaliter untuk menutupi kediktatorannya sendiri. Kebetulan sekali,
justru  di  ketiga  kelompok negara-negara  itulah  kasus-kasus  pelanggaran
HAM dinilai paling banyak terjadi.17
2 Manusia Dan Hukum
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dengan tegas
menyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga
negara ini  kemudian diklaim sebagai negara demokrasi dan negara yang
menghormati nilai-nilai agama. Wujud yang ingin dicapai dari semua itu
adalah  ,  “kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah
17Asshiddiqie, Jimly, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta,PT Raja 
Grafindo Persada, hlm.372-374
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Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa…”.  Tujuan  negara  pada  hakekatnya
dipusatkan  untuk  menjadi  hukum tertinggi  bagi  negara  dan  pemerintah
dalam melaksanakan pembangunan.
Pertanyaannya  kemudian,  sudahkah  hal-hal  tersebut  terwujud  dalam
realitas  kehidupan bangsa  dan negara  ini  setelah  lebih  kurang 70 tahun
kemerdekannya?.  Satu  jawaban  yang  pasti  dari  sekian  banyak  jawaban
yang kita berikan adalah, bahwa hingga sekarang tidak ada sesuatu yang
baik yang bisa kita banggakan sebagai bangsa dan negara, kecuali terhadap
hal-hal yang tidak baik. Kehidupan masyarakat secara umum masih penuh
dengan  penderitaan,  keamanan,  dan  ketertiban  setiap  saat  semakin
memprihatinkan,  utang  luar  negeri  yang  semakin  menumpuk  hingga  ke
anak cucu kita tanggungannya, korupsi dan berbagai bentuk kejahatan tidak
pernah berkurang, anak-anak bangsa saling tawuran dan membunuh satu
sama lain. Sesama anak bangsa saling curiga satu sama lain, bahkan elite-
elite  politik  pun  kerjanya  hanya  saling  fitnah  memfitnah  saling  salah
menyalahkan dan sebagainya.
Wujud masyarakat seperti itulah sehingga Mochtar Lubis menyatakan
bahwa : manusia Indonesia masa kini adalah munafik, oleh karena di satu
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pihak mendengung-dengungkan persamaan demokrasi,  akan tetapi dalam
kehidupan sehari-hari  memupuk perbedaan status dan membentuk sekat-
sekat sosial yang sulit diterobos orang luar. Oleh Teoty Heraty Noerhadi,
disebut  dengan  masyarakat  kita  belum  mempunyai  sopan-santun
demokrasi, pendidikan demokrasi kita masih kurang. Implementasi nilai-
nilai  demokrasi  dalam  kehidupan  bernegara  tentu  saja  niscaya  adanya.
Demokrasi  sebagai  dasar  hidup  bernegara  pada  umumnya  memberikan
pengertian  bahwa  pada  tingkat  terakhir  rakyat  memberikan  ketentuan
dalam  masalah-masalah  pokok  yang  mengenai  kehidupannya,  termasuk
dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaan
tersebut menentukan kehidupan rakyat.
Tentu  saja  sulit  kita  wujudkan  tegaknya  hukum  dengan  adil  bila
landasan pijak masyarakat seperti yang dikemukakan diatas. Bahwa negara
hukum  baru  menjadi  suatu  kenyataan  bilamana,  “hukum  kenyataan”
ternyata didukung oleh keyakinan etis. Keyakinan bahwa hak negara ada
batas-batasnya.  Keyakinan  bahwa  hak  negara  itu  tidaklah  sama  dengan
melulu apa yang penting bagi umum saja. Kepentingan umum ini bukanlah
alasan yang terakhir. Hal  ini  menjadi  penting untuk diperhatikan karena
realitas  bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  plural  dalam  banyak
dimensinya: etnis, agama dan sejarah masyarakatnya. Belum lagi dengan
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realitas  hukum  modern  yang  terkadang  tidak  peduli  dengan  realtas
masyarakat. Inilah yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa: hukum
modern  sangat  bersandar  pada  “legalitas  formal”  dan  “birokrasi”  dalam
cara  mengaturnya,  suatu  hal  yang  memang  tak  dapat  dihindari  dalam
keadaan masyarakat modern yang kompleks ini. Pokoknya hukum menjadi
semakin  jauh  dari  konteks  keadilan,  moralitas  dan  lain  lain  segi
kerokhanian manusia. Padahal hukum itu bukan merupakan tujuan, akan
tetapi hukum hanya merupakan jembatan, yang akan membawa kita kepada
ide yang dicita-citakan.18 
3 Modernisasi Hak Asasi Manusia
Ide tentang hak asasi manusia, memang mulai berkembang pesat pasca
Perang  Dunia  II,  dan  berpuncak  pada  diumumkannya  Universal
Declaration  of  human  rights  pada  tanggal  10  Desember  1948  sampai
dengan saat ini. Namun kalau diperhatikan dari aspek sejarahnya telah ada
sejak adanya manusia.
Dari  periode-periode  sejarah  yang  dilalui  oleh  hak  asasi  manusia,
jelaslah  bagi  dunia  Internasional  bahwa  hak-hak  tersebut  yang  semula
bersandar kepada tradisi dan adat kebiasaan, diadopsi oleh negara-negara
18Jayadi, Ahkam, 2015, Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan 
Pendekatan Hikmah, Yogyakarta, Genta Press,hlm.64-66
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setapak  demi  setapak,  lalu  kekuatan  legislatif  menetapkannya  dalam
peraturan  perundang-undangan  yang  biasa,  kemudian  dimasukkannya
kedalam konstitusi  sehingga berlaku bagi  negara-negara  dan bagi  badan
legislatif  itu  sendiri.  Dan  akhirnya  ditegaskan  dalam  piagam-piagam
internasional,  lalu  semua  bangsa  mengumandangkannya  dari  mimbar-
mimbar dunia.19
Setelah  terbentuknya  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  semakin
memperkokoh pendirian dari para negara pendiri PBB bahwa pengurangan
kemungkinan perang mensyaratkan adanya pencegahan dan pengendalian
atas pelanggaran yang dilakukan secara besar-besaran oleh pihak tertentu
terhadap hak asasi manusia.
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dari  awalnya mengumumkan ke
seluruh dunia, tentang pentingnya perlindungan hak-hak kemanusiaan : “to
reaffirm their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth
of the human person and in the equal rights of men and women and the
determined to promote social progress and better standards of life in larger
freesom”20
19Subhi Mahmassani, 1976, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Jakarta, Tintamas,hlm.44
20Dalam, Dato’ Tanri Musa Bin Hitam, 1997, Hak Azasi Manusia Dalam Perspektif 
Budaya, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,hlm.4
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Perkembangan hak asasi manusia, memang pada mulanya dimulai dari
tingkat  nasional  (domestik)  dan  beranjak  ke  tingkat  internasional  yang
menonjol  yaitu,  adanya  persamaan  hak  dan  derajat  sesama  manusia  di
dunia. Artinya, tidak adanya perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, antar
golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya diantara sesame manusia.
Sikap individualisme dari negara-negara kaya dikurangi sedemikian rupa,
bahkan adanya  jaminan perlindungan dan penegakan hak asasi  manusia
dari dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Hak asasi manusia pada galibnya adalah seperangkat hak. Mempunyai
unsur  tertentu,  fungsi  dan  tujuan tertentu.  Unsur-unsur  suatu  hak terdiri
dari: Pertama, masing-masing hak mengidentifikasikan suatu pihak sebagai
pemilik  atau  pemenangnya.  Kedua,  hak  adalah  suatu  kebebasan  atau
keuntungan.  Ketiga,  suatu  hak  yang  ditetapkan  secara  lengkap  akan
mengidentifikasikan  pihak-pihak  yang  harus  berperan  mengusahakan
tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasikan oleh ruang
lingkup hak tersebut. Keempat, bobot suatu hak menentukan urutan atau
arti  pentingnya  dalam  berhubungannya  dengan  norma-norma  lain  jika
terjadi  konflik.  Sedangkan  fungsi  hak  adalah  sebagai  wahana  untuk
mengemukakan standar universal bagi perilaku pemerintah, dan tujuannya
untuk menentukan klasifikasi  hak yang mempunyai prioritas tinggi pada
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sejumlah  bidang  hak  seperti  kebebasan  sipil,  keamanan  pribadi,
perlindungan hukum, dan keadilan sosial serta menegaskan bahwa tujuan
ini semestinya diperjuangkan oleh semua bangsa.21
4 Kaitan Antara Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mengenai  hubungan  antara  hukum  dan  HAM  sebagaimana  telah
dikemukakan sebelumnya bahwa nilai-nilai HAM harus dituangkan dalam
sebuah instrument hukum. Artinya, hukumlah yang memberikan penegasan
dan  perlindungan  terhadap  HAM.  Bahkan  pembentukan  negara  hukum
salah  satu  tujuannya  adalah  memberikan  perlindungan  terhadap  HAM.
Untuk lebih memperjelas adanya keterkaitan antara hukum dan HAM serta
dibutuhkannya  instrument  hukum  dalam  pemenuhan  dan  perlindungan
HAM, perlu diuraikan terlebih dahulu pengertian hukum.
Pertanyaan tentang apa yang dimaksud hukum menjadi langkah awal
untuk memahami hakikat hukum sebenarnya. Meskipun diawal mengikuti
pendidikan (Strata  Satu)  atau  kuliah  hukum sering  dikemukakan  bahwa
hukum terasa sulit untuk di definisikan yang dapat memberikan kepuasan
bagi para pihak yang ingin memahami hukum. Mengapa hukum sulit  di
21Jumadi, 2012, Refleksi Hak Asasi Manusia Indonesia, Makassar, Alauddin University 
Press,hlm.77-78
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definisikan dikemukakan oleh Mr. Dr. I Kisch, bahwa disebabkan hukum
tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, maka sulit untuk membuat suatu
definisi tentang hukum yang dapat memuaskan orang pada umumnya. 
Meskipun ada kesulitan memberikan definisi hukum tidak berarti tidak
ada  definisi  hukum  yang  dapat  dijadikan  standar  rumusan  yang  dapat
digunakan untuk memahami hakikat hukum itu. Memahami hakikat hukum
memang  tergantung  dari  sudut  pandang  aliran  pemikiran  hukum  yang
dianutnya.  Di  dalam  filsafat  hukum  dikenal  paling  tidak  ada  6  aliran
pemikiran  hukum,  yaitu  :  Hukum  Alam,  Positivisme  Hukum,  Mashab
Sejarah, Sociological Jurisprudence, utilitarianisme, dan realism hukum.22
5 Kewajiban Perlindungan Dan Pemajuan HAM
Konsepsi  HAM  yang  pada  awalnya  menekankan  pada  hubungan
vertikal,  terutama  dipengaruhi  oleh  sejarah  pelanggaran  HAM  yang
terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak
ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuaensinya, disamping karena
sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan
pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-
rumusan  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia,  Konvenan
22Dr.Fadli Andi Natsif, 2016, Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana 
Nasional dan Hukum Pidana Internasional, Jakarta, PT Rajagrafindo 
Persada,   
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Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional
tentang Hak Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya,  yang merupakan pengakuan
negara  terhadap  hak  asasi  manusia  sebagaimana  menjadi  substansi  dari
ketiga  instrument  tersebut.  Konsekuensinya,  negaralah  yang  terbebani
kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM. 
Dengan berkembangnya konsepsi HAM yang juga meliputi hubungan-
hubungan horizontal mengakibatkan perluasan kategori pelanggaran HAM
dan  actor  pelanggarnya.  Hak  atas  informasi  dan  hak  partisipasi  dalam
pembangunan misalnya tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga
menjadi  tanggungjawab  korporasi-korporasi  yang  dalam  aktivitasnya
bersinggungan  dengan  kehidupan  masyarakat.  Keberadaan  perusahaan-
perusahaan mau tidak mau membawa dampak dalam kehidupan masyarakat
yang sering kali mengakibatkan berkurangnya hak asasi manusia.23
6 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  upaya  melindungi  hak  setiap
orang  untuk  mendapatkan  perlakuan  dan  perlindungan  yang  sama  oleh
hukum  dan  undang-undang,  oleh  karenanya  untuk  setiap  pelanggaran
hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia
23Asshiddiqie, Jimly, 2006, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta, 
Konstitusi Press, hlm.250-251
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berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum yang  diperlukan  sesuai
dengan asas hukum. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi
perempuan,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  mengeluarkan
Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat
hak  dan  kewajiban  berdasarkan  persamaan  hak  dengan  laki-laki.
Berdasarkan  deklarasi  ini  komisi  PBB  tentang  Kedudukan  Perempuan
menyusun  rancangan  Konvensi  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All
Forms  of  Discrimination  Against  Women –  CEDAW).  Pada  tanggal  18
Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan
Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan.  Karena  konvensi
tersebut  tidak bertentangan dengan Pancasila  maupun UUD 1945,  maka
Pemerintah  Republik  Indonesai  ikut  menanda  tangani  konvensi  tersebut
dan  diratifikasi  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7
Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan.  Disini  jelas  terlihat  bahwa
negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan,
ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi,
dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.
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Perempuan  berhak  memperoleh  perlindungan  hak-hak  asasi
manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap
hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap :
a Hak atas Kehidupan
b Hak atas persamaan
c Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
d Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
e Hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  fisik  maupun
mental yang sebaik-baiknya
f Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
g Hak untuk pendidikan lanjut
h Hak  untuk  tidak  mengalami  penganiayaan  atau  bentuk
kekejaman  lain,  perlakuan  atau  penyiksaan  secara  tidak
manusiawi yang sewenang-wenang.
7 Hak Untuk Bebas Dari Diskriminasi
Secara  konstitusional  ada  beberapa  ketentuan  sebagai  sumber
hukum  bagi  hak  untuk  bebas  dari  diskriminasi.  Subjek  dariketentuan
tersebut  dapat  dibedakan  menjadi  dua.  Pertama,  setiap  orang  tanpa
kualifikasi. Kedua, warga negara. Dengan demikian ketentuan tentang hak
untuk bebas dari diskriminasi tersebut berlaku bagi hak-hak asasi manusia
dan hak-hak warga negara.
Ketentuan  konstitusional  tentang  HAM  untuk  bebas  dari
diskriminasi  adalah sebagai  berikut.  Pasal   28D ayat  2  UUD NRI 1945
menentukan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan  ,  jaminan,
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perlindungan, dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum.. pasal 28 I ayat 2 UUD NRI 1945 menentukan bahwa
setiap orang berhak bebaas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar  apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu.
Sementara ketentuan konstitusional tentang hak warga negara untuk
bebas dari diskriminasi adalah sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI
dalam  hokum  dan  pemerintahan.  Pasal  28D  ayat  3  UUD  NRI  1945
menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan
yang  sama  dalam  pemerintahan.  Ketentuan  konstitusional  tentang  hak
untuk bebas  dari  diskriminasi  juga  mencakup perlindungan khusus  bagi
kelompok orang tertentu yang terkategori sebagai kelompok rentan. Pasal
28H  ayat  2  UUD  NRI  1945  menentukan  bahwa  setiap  orang  berhak
mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh
kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan
keadilan . hal ini dipertegas oleh pasal 5 ayat 3 UU No.39 tahun 1999 yang
menentukan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang
rentan  berhak  memperoleh  perlakuan  dan  perlindungan  lebih  berkenaan
dengan kekhususannya.24
24Slamet Kurnia, Titon . 2015 Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia. Bandung, Salatiga
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  jenis
penelitian etnografi. Metode penelitian etnografi termasuk dalam metode penelitian
kualitatif.  Kata etnografi  berasal  dari  kata-kata  Yunani  yaitu  ethos  yang artinya
suku  bangsa  dan  graphos yang  artinya  sesuatu  yang  ditulis.  Menurut  emzir,
etnografi adalah ilmu penulisan tentang suku bangsa, menggunakan bahasa yang
kontemporer,  etnografi  dapat  diartikan  sebagai  penulisan  tentang  kelompok
budaya.  Jadi  bisa  disimpulkan  bahwa  penelitian  etnografi  adalah  penelitian
kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok/masyarakat secara ilmiah yang
bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa, dan menafsirkan pola
budaya  suatu  kelompok  tersebut  dalam hal  perilaku,  kepercayaan,  bahasa,  dan
pandangan yang dianut bersama. Etnografi dalam dunia pendidikan telah dibentuk
oleh antropologi budaya, dengan penekanan isu-isu yang terkait dengan penulisan
budaya, dan bagaimana laporn-laporan etnografis perlu dibaca dan dipahami saat
ini.1
1Emzir, 2012, Metode Penelitian Kualitatif :Analisis Data, Jakarta, Rajawali Pers hlm 18
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B. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan oleh  penulis  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Tepatnya  di  Kecamatan  Panembahan,  Kraton,  Kota  Yogyakarta.  Adapun  alasan
penulis  mengapa memiih  lokasi  tersebut  karena  wilayah  kraton  dan masyarakat
sekitar  kraton  lebih  mengerti  dan  memahami  polemik  yang  sedang  terjadi  di
Yogyakarta.
C. Tipe Penelitian
Penulis mengunakan tipe penelitian Eksploratif. Penelitian eksporatif adalah
penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan dasar  yang pertama, yaitu  apa.
Pertanyaan ini  ingin  mengetahui  suatu  gejala  atau  peristiwa dengan melakukan
penjajakan  terhadap  gejala  tersebut.  Penjajakan  ini  dilakukan  secara  tidak
sistematis,  dalam arti  tidak  didasarkan pada  hipotesis  dan  tidak  ditarik  sampel.
Penjajakan dapat dilakukan dengan metode “bola salju”,  yaitu dengan bertanya
kepada  satu  orang  kemudian  diteruskan  kepada  orang  lain,  sampai  diperoleh
informasi yang lebih lengkap tentang masalah yang diteliti.2
D. Sumber Data
2Mantra, Ida Bagus, 2004, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar hlm 37
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1. Narasumber,  narasumber  dalam  hal  ini  yaitu  orang  yang  bisa
memberikan informasi  lisan  tentang sesuatu  yang ingin  kita  ketahui.
Seorang informan bisa saja menyembunyikan informasi penting yang
dimiliki.  Oleh karena itu,  peneliti  harus pandai-pandai menggali  data
dengan  cara  membangun  kepercayaan,  keakraban  dan  kerjasama
dengan subjek yang diteliti disamping tetap kritis dan analitis. Peneliti
harus mengenal lebih dalam informannya, dan memilih informan yang
benar-benar  bisa  diharapkan  memberikan  informasi  yang  akurat.3
Adapun  beberapa  narasumber  yang  penulis  wawancarai  yaitu  Andi
Patotori  Rijal,  selaku  staff  ahli  anggota  DPRD  Yogyakarta.  Mbah
Payem,  Rama  Nurdi,  Mas  Ngabehi  Suraksa  Budaya,  Projoswasono,
Sabrina Anggraini dan Tirta Wahyu, selaku masyarakat sekitar Keraton,
serta Danukusumo dan Senadyan Wiwitanipun selaku penjaga Keraton.
2. Dokumen, merupakan bahan tertulis seperti perundang-undangan, buku,
majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, naskah sejarah dll yang berkaitan
dengan penelitian yang dilakukan penulis.
E.  Teknik Penelitian
3 https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-
data-dan-metode-pengumpulan-data/diakses pada hari sabtu pukul 23.40 
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Teknik  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  Wawancara.  Wawancara,
yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang secara langsung
kepada  narasumber  berkaitan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini.pada
hakikatnya,  wawancaa  merupakan kegiatan  untuk memperoleh  informasi  secara
mendalam tentang  sebuah  isu  atau  tema  yang  diangkat  dalam penelitian.  Atau
merupakan  proses  pembuktian  terhadap  informasi  atau  keterangan  yang  telah
diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.4
F.  Analisis Data
Data yang sudah terkumpul, baik dari hasil wawancara dengan Narasumber
maupun  dari  dokumen-dokumen  yang  ada,  kemudian  disatukan  dan  dikelola
sehingga menjadi satu kesatuan yang saling terkait.  Kemudian dipaparkan dalam
bentuk deskriptif. Menurut sugiono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif
adalah  suatu  metode  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  atau  menganalisis
suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih
luas.
4Iskandar, 2008, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), 
Jakarta, Gaung Persada Group, hlm 24
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Pengaturan Kepala Daerah di Yogyakarta Menurut Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2012 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(UUD NRI Tahun 1945) telah banyak membawa perubahan bagi bangsa
Indonesia  terhadap  beberapa  hal. Undang-Undang  atau  Perundang-
undangan (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden1.
Undang-Undang  memiliki  kedudukan  sebagai  aturan  main  bagi  rakyat
untuk  konsolidasi  posisi  politik  dan  hukum,  untuk  mengatur  kehidupan
bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-
Undang  dapat  pula  dikatakan  sebagai  kumpulan-kumpulan  prinsip  yang
mengatur  kekuasaan  pemerintah,  hak  rakyat,  dan  hubungan  di  antara
keduanya. Salah  satunya  adalah  bentuk  negara  kesatuan  dengan  sistem
pemerintahan  yang  desentralisasi  atau  yang  dikenal  dengan  otonomi
daerah.  Dalam  negara  kesatuan  dengan  sistem  desentralisasi,  kepada
daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur  dan
mengurus  rumah  tangganya  sendiri  yang  dinamakan  dengan  daerah
1Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
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otonom. Definisi  desentralisasi  menurut  beberapa  pakar  berbeda
redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut
Joeniarto,  desentralisasi  adalah  memberikan  wewenang  dari  pemerintah
Negara  kepada  pemerintah  lokal  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan
tertentu  sebagai  urusan  rumah  tangganya  sendiri.  Amrah  Muslimin,
mengartikan  desentralisasi  adalah  pelimpahan  wewenang  pada  badan-
badan  dan  golongan-golongan  dalam  masyarakat  dalam  daerah  tertentu
untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
Menurut UU No.5 Tahun 1974 Pasal I butir b, desentralisasi adalah
penyerahan  urusan  pemerintahan  dari  pemerintah  atau  daerah  tingkat
atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam UU No. 22
Tahun 1999 Pasal  I  butir  e  ditegaskan,  desentralisasi  adalah penyerahan
wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada  daerah  otonom dalam
rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal
I  angka  7,  mengartikan  desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus  urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.2 Desentralisasi  merupakan  penyerahan  wewenang  dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus
daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan
pembiayaan  dalam  rangka  demokrasi.  Sementara  itu,  otonomi  adalah
2Huda,Ni’matul, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
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wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
sesuai  dengan  dan  dalam  rangka  desentralisasi.3 Dianutnya  sistem
desentralisasi  ini  telah diakui  dalam Bab IV Pasal  18 UUD NRI Tahun
1945. Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:
“Pemerintah  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan
mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut  asas  otonomi dan tugas
pembantuan”. Adanya sistem desentralisasi maka muncullah otonomi bagi
suatu  pemerintah  daerah.  Pemberian  hak,  wewenang  serta  kewajiban
kepada  pemerintah  daerah  bukan  berarti  memberikan  kebebasan  yang
sebebas-bebasnya  kepada  daerah  untuk  bertindak  dalam  hal  mengurus
rumah tangganya sendiri. Perlu dipahami bahwa sistem desentralisasi yang
dianut dalam negara Indonesia masih tetap berada dalam bingkai negara
kesatuan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  harus  tetap  melakukan
koordinasi dengan pemerintah pusat begitu juga sebaliknya. Lebih lanjut
bahwa  dalam  konsep  desentralisasi  mengenal  adanya  desentralisasi
asimetris. Desentralisasi asimetris ini sebagai bentuk untuk mengakomodir
daerah-daerah  khusus  maupun  daerah  istimewa  yang  ada  di  Indonesia.
Selama  ini  dipahami  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah
didasarkan  tiga  asas,  yaitu  asas  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas
pembantuan.  Undang-undang  yang  mengatur  pemerintahan  daerah
3Simanjuntak, Bungaran Antonius, 2013, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia 
Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia 
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setidaknya dalam UU No.5 tahun 1974, UU No.22 tahun 1999 dan UU
No.32 tahun 2004 mengatur ketiga macam asas tersebut.  Namun, dalam
perubahan UUD 1945 Pasal  18  ayat  2,  ditegaskan bahwa pemerintahan
daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.4
Di dalam Bab IV Pasal 18B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Negara
mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”
Selain itu, pasal 18 B ayat 1 UUD NRI tahun 1945, juga memberikan suatu
preveleg  terhadap suatu daerah yang bersifat khusus atau dikenal dengan
daerah  otonomi khusus  yang tentunya sifat  otonominya berbeda dengan
daerah  lainnya .  pasal  tersebut  juga  mengakui  dan  menghormati  daerah
yang bersifat istimewa tentunya juga memiliki keistimewaan dibandingkan
dengan deareah-daerah lainnya.
Sebelum  dilakukannya  perubahan  terhadap  undang-undang  dasar
negara  republik  Indonesia  tahun  1945,  ketentuan  “istimewa”  tercantum
dalam batang tubuh pasal 18 UUD NRI 1945, dan juga dijelaskan dalam
penjelasan pasal 18 UUD NRI 1945. Sebagaimana diketahui, bahwa pasal
18 UUD NRI 1945 sebelum perubahan tidak dijabarkan kedalam ayat-ayat
sebagaimana  yang  terdapat  dalam  ketentuan  pasal  18  UUD  NRI  1945
4Huda,Ni’matul, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
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setelah perubahan.5 Salah satu daerah yang mendapatkan status istimewa
adalah  Provinsi  Yogyakarta.  Pemberian  status  tersebut  dilatar  belakangi
oleh kedudukan hukum yang dimiliki oleh Yogyakarta berdasarkan sejarah
dan  hak  asal-usul.Berbicara  mengenai  keistimewaan  Yogyakarta,  maka
sangat  erat  kaitannya dengan   sejarah dari  Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY). Sejarah DIY telah berjalan cukup panjang, bahkan sejak sebelum
Indonesia  merdeka.  Dimana  awal  mula  sejarahnya  yaitu  dari  kerajaan
Mataram  yang  terbagi  dua  berdasarkan  Perjanjian  Giyanti.  Sebelum
Indonesia  merdeka,  Yogyakarta  merupakan  daerah  yang  mempunyai
pemerintahan  sendiri  atau  disebut  dengan  Daerah  Swapraja,  yaitu
Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat  dan  Kadipaten  Pakualaman.
Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan
Sri Pakualaman VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Kasulatanan
Yogyakarta  dan  Daerah  Pakualaman  menjadi  bagian  wilayah  sebagai
Negara RI.  Sri  Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri  Pakualaman VIII
sebagai  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  bertanggung  jawab
langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Pasal 18B
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka  dibentuklah UU No. 13 Tahun 2012
tentang  Keistimewaan  DIY  (UUK  DIY).  Dalam  UUK DIY  dijelaskan
bahwasanya yang dimaksud dengan “keistimewaan” adalah keistimewaan
5Titon Slamet Kurnia. 2015 Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia. Bandung, Salatiga
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kedudukan hukum yang dimiliki  oleh  DIY berdasarkan sejarah  dan hak
asal-usul  menurut UUD  NRI  1945  untuk  mengatur  dan  mengurus
kewenangan  istimewa.  Kewenangan  dalam urusan  keistimewaan  yang
dimaksud  salah  satunya  adalah  berkaitan  dengan  tata  cara pengisian
jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DIY
menjadi suatu kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY yang berbeda
dengan  daerah-daerah  lainnya yang menyandang  status  otonomi daerah.
Pengisian  jabatan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  ini  sebagaimana  yang
ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UUK DIY adalah berkaitan dengan tata
cara  pengisian  jabatan,  kedudukan,  tugas,  dan  wewenang Gubernur  dan
Wakil  Gubernur. Tidak hanya diatur  dalam UUK DIY saja,  akan tetapi
terkait  dengan  mekanisme  atau  tata  cara  pengisian  jabatan,  kedudukan,
tugas,  dan  wewenang  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  diatur  dalam
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, konsep ini hanya
diterapkan di  DIY dan berbeda dengan daerah  yang menyandang status
otonomi  lainnya  sebagai  konsekuensi  dari  dimilikinya  konsep
keistimewaan  tersebut.  Dalam  hal  penyelenggaraan  kewenangan  dalam
urusan  Keistimewaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)
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Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  dilaksanakan  berdasarkan  pada
nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.
Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Sri
Paku  Alam  sebagai  Wakil  Gubernur  Provinsi  DIY  tidak  bertentangan
dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  menurut  UUD  1945,  karena  dalam
Pembukaan  UUD  1945  para  penyusun  UUD  1945  sepakat  untuk
mengadaptasikan bentuk dan model demokrasi yang sesuai dengan budaya
dan  corak  masyarakat  Indonesia  yakni  demokrasi  permusyawaratan
berdasar  kekeluargaan  termasuk  mengenai  mekanisme  yang  ingin
dipraktikkan, sepanjang mekanisme tersebut. dipandang demokratis, dalam
arti tidak bertentangan dengan gagasan demokrasi permusyawaratan serta
tidak mengabaikan hakikat keistimewaan DIY.
Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur, pada  dasarnya ada 4 (empat) tahapan yang wajib untuk dilalui
oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum sampai pada tahapan
penetapan. Tahap pertama, yakni berkaitan dengan persyaratan yang wajib
dipenuhi  oleh  calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  sebagaimana yang
tertuang  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  UUK  DIY.  Tahapan  kedua, yakni
berkaitan  dengan tata  cara  pengajuan  calon.  Setelah  persyaratan  telah
terpenuhi, maka tahap selanjutnya yang harus dilalui untuk calon Gubernur
dan  calon  Wakil  Gubernur  adalah  mekanisme  atau  tata cara  pengajuan
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calon  yang  tertuang  dalam  Pasal  19  UUK  DIY. Selanjutnya,  tahapan
ketiga, yakni berkaitan dengan verifikasi sebagaimana yang tertuang dalam
Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UUK DIY. Tahapan yang terakhir adalah
tahapan keempat, yakni berkaitan dengan penetapan sebagaimana tertuang
dalam  Pasal  24,  Pasal  25,  dan  Pasal  26  UUK  DIY. Setelah  penetapan
tersebut,  kemudian  DPRD  DIY  mengusulkan  kepada  Presiden  melalui
Menteri  untuk  mendapatkan  pengesahan  penetapan  Sultan  Hamengku
Buwono yang bertakhta sebagai  Gubernur  dan Adipati  Paku Alam yang
bertahta  sebagai  Wakil  Gubernur.  Presiden  mengesahkan  penetapan
Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan usulan menteri tersebut.6
Dari beberapa ketentuan terkait dengan mekanisme dalam pengisian
jabatan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DIY,  maka  terlihat  bahwa
mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berbeda
dengan  daerah-daerah  lainnya  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  7
Undang-Undang Nomor  8  Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan
Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota menjadi  Undang-Undang  (UU
Pemilukada).7 Dengan  demikian,  UUK  DIY  merupakan  lex   specialis
6https://www.facebook.com/DPRDDIY/posts/sekilas-tentang-fungsi-tugas-wewenang-
dan-hak-dprdwarga-diy-yang-berbahagia-tahu/694990234011672/ 
7Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2009, Menggugat Keistimewaan Yogyakarta: Tarik ulur 
kepentingan, konflik elit, dan isu perpecahan, Yogyakarta, Pinush Book Publisher  
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derogate legi generali dari UU Pemilukada dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Sehingga  UUK  DIY
mengesampingkan kedua UU tersebut. Hal ini menunjukkan keistimewaan
dari DIY.
Substansi  yang  mengalami  perbedaan  paling  signifikan  adalah,
pertama,  bahwa  yang  menduduki  posisi  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur
adalah yang bertahta sebagai Sri Sultan dan Adipati  Paku Alam.  Kedua,
dengan persyaratan yang menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur
harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat
pendidikan,  pekerjaan,  saudara  kandung,  istri,  dan  anak,  maka  terlihat
bahwa hanya  laki-laki  saja  yang  dapat  menduduki  posisi  Gubernur  dan
Wakil Gubernur. Ketiga, pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
ditempuh  dengan  mekanisme  penetapan  bukan  pemilihan.  Sehingga,
masyarakat Yogyakarta tidak ikut andil dalam menetapkan Gubernur dan
Wakil  Gubernur.  Melalui  mekanisme  penetapan  yang  demikian,  pada
dasarnya tidak berarti meninggalkan asas demokrasi. Hal ini dikarenakan
makna  “demokratis”  tidak  hanya  dimaknai  secara  sempit  sebagaimana
pemilihan  langsung  yang  melibatkan  seluruh  masyarakat  Indonesia,
melainkan demokrasi yang dimaksud adalah lebih dinamis, artinya sesuai
dengan kebutuhan yang kemudian dilegitimasikan ke dalam aturannya atau
dalam hal  ini  diatur  lebih  spesifik  dalam undang-undang.  Dengan tidak
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terbatasnya makna “demokratis”  tersebut  berarti  dalam praktiknya dapat
mengakomodir  segala  bentuk  kebutuhan  yang  ada  dengan  cara
menggunakan  mekanisme  lain  di  luar  pemilihan  kepala  daerah  secara
langsung oleh rakyat. Karena sejatinya, konstitusi sebuah negara diciptakan
harus  mampu  menjawab  segala  kebutuhan  yang  ada  atau  yang  dikenal
dengan living constitution.
B. Implikasi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji
Materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
Momentum politik bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses
demokrasi  Indonesia  terjadi  pada  tanggal  31  Agustus  2012,  proses
pergantian  pemimpin  dalam jabatan  politik  (gubernur)  diatur  dalam UU
Keistimewaan Nomor 13 tahun 2012. Namun 5 tahun setelah disahkannya
UU tersebut, terjadi suatu momentum politik baru dimana permohonan uji
materi tentang  pasal 18 ayat a huruf m yang diajukan oleh pemohon yakni
Raden Mas Adwin Suryo Satrianto dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi  adalah  salah  satu  lembaga  negara  yang dibentuk
berdasarkan amanah Pasal 24C  jo.  Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI
1945. Mahkamah konstitusi  adalah lembaga negara yang termasuk salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam
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menangani  permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas  UUD NRI
1945.
Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pembentukan Mahkamah Konstitusi
pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum
adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju
demokratis, sedangkan keberadaan konstitusi  lebih untuk menyelesaikan konflik
antar  lembaga  negara  karena  dalam  proses  perubahan  menuju  negara  yang
demokratis  tidak bisa dihindari  munculnya pertentangan antar  lembaga negara.8
Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal  28  Agustus  2017,  menyampaikan  dengan
resmi putusan mutlak terkait dengan UUK DIY Nomor 13 tahun 2012 pasal 18
ayat 1 yang memuat terkait dengan persyaratan menjadi Gubernur salah satunya
melaporkan terkait daftar riwayat istri, yang kemudian memutuskan hal tersebut
dihapuskan.  Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para
pihak  yang  berperkara  yang  diberikan  oleh  hakimberdasarkan  alat  buktu  dan
keyakinannya. Menurut Gustaf Radbruch, suatu putusan seharusnya mengandung
idee des recht atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan kepastian hukum dan
kemanfaatan.  Hakim  dalam  memutuskan  secara  objektif  memberikan  putusan
dengan  selalu  memunculkan  suatu  penemuan-penemuan  hukum  baru  (recht
vinding).9 Dengan  alasan  yang  sangat  mendasar  bahwa  dibatasinya  seseorang
8Ikhsan Rosyada Parlutuhan Daulay,2006. Mahkamah Konstitusi, Memahani 
Keberadaannya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia., Jakarta, PT Asdi Mahasatya 
9Sandrowgravel, Putusan Mahkamah Konstitusi, dikutip pada laman website: 
http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html, 
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menjadi gubernur hanya karena jenis kelamin perempuan merupakan satu bentuk
diskriminasi sosial terhadap perempuan. Hal ini bertentangan dengan bentuk dan
karakter  demokrasi  di  Indonesia.  Tentunya  dengan  putusan  mutlak  MK terkait
dengan UUK DIY tersebut, memberi sinyal positif  bagi pendukung sabdaraja dan
dawuhraja serta Sultan sendiri.  Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan
permohonan  pemohon  wajib  dimuat  dalam Berita  Negara  dalam jangka  waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan sejak diucapkan. Putusan
Mahkamah Konstitusi yang telah diuji tidak dapat diuji kembali (nebis in idem)
yang merupakan asas yang juga dikenal dalam hukum pidana10.  Adanya putusan
MK  akan  memudahkan  Sultan  Hamengkubuwono  X  dalam proses  politik  dan
pemerintahan.  Bagaimanapun  setelah  adanya  putusan  MK,  GKR  Pembayun
berpeluang besar  menjadi  Gubernur  dan Ratu  di  Yogyakarta.  Syarat  pergantian
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur kini tidak lagi mengikat harus melampirkan
daftar  riwayat  hidup  istri.  Dalam  BAB  VI   terkait  dengan  pengisian  jabatan
gubernur  dan  wakil  gubenernur  sebelum  putusan  mahkamah  konstitusi  yang
memuat antara lain :  
a. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa 
b. Setia  kepada Pancasila  sebagai  dasar  negara,  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus
1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah. 
10Onna Bustang,. 2013. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 
45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepal 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Skiripsi FH-UH : Makassar 
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c. Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan
bertakhta Adipati Paku Alma untuk calon Wakil Gubernur 
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingakat atas atau
sederajat. 
e. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun 
f. Mampu  secara  jasmani  dan  rohani  berdasarkan  hadil  pemeriksaan
kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah. 
g. Tidak pernah dijatuhi  pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah  memperoleh kekuatan  hukum tetap karena  melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih,  kecuali
yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari  5 tahun dan
mengumumkan  secara  terbuka  dan  jujur  kepada  publik  bahwa  dirinya
pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana.
h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
i.  Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. 
j.   Tidak  sedang  memiliki  tanggung  utang  secara  perseorang  dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabannya yang merugikan
keuangan negara 
k. Tidak  sedang  dinyatakan  pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
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l.  Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) 
m. Menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat,  antara lain riwayat
pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. 
n. Bukan sebagai anggota partai politik.11 
Dari beberapa persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur ada perubahan   dalam
huruf M terkait dengan penyerahan daftar riwayat yang memuat riwayat istri tidak
lagi  mengikat.  Karena  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  penyerahan
daftar riwayat hidup istri  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia. Atas dasar hal tersebut maka persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur
kini tidak perlu lagi melampirkan daftar riwayat hidup istri. Sejarah telah mencatat
bahwa keistimewaan adalah hal mutlak bagi masyarakat Yogyakarta, 31 Agustus
201212 telah  menjadi  bukti  bahwa  dengan  dukungan  seluruh  masyarakat
Yogyakarta,  Sultan  mampu  untuk  mensukseskan  regulasi  terkait  dengan
keistimewaan.  Namun  ada  hal  yang  sangat  berbeda  antara  peristiwa  tersebut
dengan suksesi kepemimpian Sultan yang terjadi saat ini,  seiring dengan waktu
pergantian jabatan gubenrnur berakhir dan kondisi politik yang berbeda pada saat
memperjuangkan  RUUK  tahun  2005-2012,  dimana  elemen  masyarakat  saling
bekerjasama untuk mensukseskan RUUK tersebut hingga akhirnya RUUK berhasil
disahkan, kini dengan momentum pergantian sultan yang baru masyarakat justru
berbalik menentang sabdaraja, dawuhraja serta putusan MK. Sabdaraja atau biasa
11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 KDIY
12http://krjogja.com/web/news/tag/UUK%20DIY 
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disebut sabdatama sendiri diartikan oleh masyarakat sekitar sebagai titah raja yang
dipercaya  sangat  berguna  untuk  kemajuan  daerah  Yogyakarta  dan  ini  berlaku
dikalangan  keraton  saja.  Menurut  Staff  Ahli  Anggota  DPRD  Yogyakarta  dan
sebagai narasumber,  disinilah kita harus mampu memandang Sultan dengan dua
sisi, yaitu sisi sultan sebagai raja dan sisi sultan sebagai gubernur karena kedua hal
tersebut  sangatlah  berbeda.  Jika  Raja  mengeluarkan  sabda,  isinya  harus
diperuntukkan  bagi  lingkungan  keraton  ngayogyakarto  hadiningrat  dan  tidak
dimungkinkan mengeluarkan sabda yang isinya membahas pemerintahan daerah.13 
Pada Maret 2015, muncul pemberitaan baik melalui media cetak maupun
media elektronik bahwa Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabdatama
yang kedua pada 6 Maret 2015 yang sebelumnya telah dikeluarkan pada 10 Mei
2012.  Kemudian,  pada  1  Mei  dan  5  Mei  2015  Sultan  Hamengku  Buwono  X
kembali  mengeluarkan  sabdanya  namun  istilahnya  berbeda  dengan  Sabdatama
yakni  Sabdaraja  dan  Dhawuhraja.  Baik  Sabdatama,  Sabdaraja,  maupun
Dhawuhraja pada intinya merupakan perkataan raja baik yang ditujukan ke internal
keraton  maupun  pihak  yang  berada  di  eksternal  keraton.  Isi  dari  Sabdatama
pertama yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2012 pada intinya berkaitan dengan
diundangkannya UUK DIY yang menyatakan bahwa :
Bahwa Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah dwi tunggal.
Mataram merupakan Negeri  Merdeka dan memiliki tata hukum dan tata
13Wawancara langsung penulis kepada Narasumber Andi Patotori Rijal pada tanggal 17 
Mei 2018 
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negara  sendiri.  Seperti  yang  dikehendaki  dan  diizinkan,  Mataram
melingkungi  Nusantara,  menegakkan negara,  tetapi  menggunakan aturan
dan  tata  negara  sendiri.  Sedang  Sultan  dan  Paku  Alam yang  jumeneng
ditetapkan sebagai Gubernur dan WakilGubernur.14
Sedangkan Sabdatama kedua yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2015 
menyatakan bahwa:
Mengertilah,  aku  juga  mematuhi  aturan,  tata  krama,  dan  janji  terhadap
Tuhan yang  Mahakuasa, serta menghormati para leluhur. Oleh karena itu,
aku memberi perintah:
1. Tidak seorang pun boleh melebihi kewenangan keraton (Raja).
2.  Tidak  seorang  pun  bisa  memutuskan  atau  membicarakan  persoalan
Mataram.  Terlebih  berkaitan  dengan  Raja,  termasuk  tatanan  dan  aturan
pemerintahannya. Yang bisa memutuskan hanya Raja. 
3. Barang siapa yang sudah diberikan jabatan harus mengikuti perintah 
Raja yang memberikan jabatan. 
4. Siapa saja yang merasa bagian dari alam dan mau menjadi satu dengan
alam, dialah yang layak diberi dan diperbolehkan melaksanakan perintah
dan bisa dipercaya. Ucapannya harus bisa dipercaya, tahu siapa jati dirinya,
menghayati  asal-usulnya.  Bagian ini  sudah ada yang mengatur. Bila ada
pergantian, tidak boleh diganggu.
14Naskah sabdatama pertama yang dibacakan oleh Sultan Hamengkubuwono X pada 
tanggal 10 Mei 2012
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5. Siapa saja yang menjadi keturunan keraton, laki atau perempuan, belum
tentu   dianugerahi  kewenangan  kerajaan.  Yang  diberi  wewenang  sudah
ditunjuk. Jadi, tidak ada yang diperbolehkan membahas atau membicarakan
soal  takhta  Mataram, terlebih-lebih  para  pejabat  istana,  khawatir  terjadi
kekeliruan. 
6. Sabdatama ini dimunculkan sebagai rujukan untuk membahas apa saja,
juga  menjadi  tata  cara  keraton  dan negara,  dan  berlaku seperti  undang-
undang. 
7. Sabdatama yang lalu terkait perda istimewa dan dana istimewa.
8. Jika membutuhkan untuk memperbaiki Undang-Undang Keistimewaan,
dasarnya  sabdatama.  Itu  perintah  semua  yang  perlu  dimengerti  dan
dipegang.
 Kemudian isi dari Sabdaraja yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2015, 
menyatakan bahwa :
Gusti  Allah  Yang Maha Agung dan Pencipta,  mengertilah  kalian  semua
anak-anakku,   adik-adikku,  keluargaku  dan  abdiku.  Menerima  pesan
perintah Gusti Allah dan ayahku serta leluhurku Mataram. Mulai saat ini
saya  saya  menerima  perintah  kebahagiaan perintah  Gusti  Allah  bahwa
namaku menjadi  Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri
Sultan  Hamengku  Bawono  Ingkang  Jumeneng  Kasepuluh  Suryaning
Mataram  Senopati  Ing  Ngalaga  Langgeng  Ing  Bawono  Langgeng
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Langgeng Ing Tata Panatagama. Sabdaraja ini  perlu dimengerti,  dipatuhi
dan dilaksanakan. Demikian sabdaku.
Selanjutnya  isi  dari  Dhawuhraja  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  5  Mei  2015,
menyatakan bahwa:
Saudara semua, saksikanlah saya Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang
Sinuwun   Sri  Sultan  Hamengku  Bawono Ingkang  Jumeneng  Kasepuluh
Suryaning  Mataram Senopati  Ing  Ngalaga  Langgeng  Ing  Bawono
Langgeng Langgeng Ing Tata Panatagama diperintahkan untuk menetapkan
putriku  Gusti  Kanjeng  Ratu  Pambayun  katetepake Gusti  Kanjeng  Ratu
Mangkubumi  Hamemayu  Hayuning  Bawono  Langgeng  Ing Mataram.
Mengetahuilah, begitulah perintah saya.15
Dari  isi  Sabdatama,  Sabdaraja,  maupun  Dhawuhraja  di  atas,  maka  ada
beberapa poin  penting yang dapat dikaji terkait dengan poin perubahannya, yakni:
1.  Poin Sabdatama: Poin nomor  6 dan 8.  Permasalahan Sabdatama bukan soal
materinya tetapi lebih mempersoalkan kekuatan hukum Sabdatama dalam negara.
 2.  Poin  Sabdaraja:  Penggantian  nama sultan Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem
Ingkung  Sinuwun  Kanjeng  Sultan  Hamengku  Senopati  Ing Ngalaga
Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifaatullah atau yang disebut Sri Sultan
Hamengku Buwono. Permasalahannya terletak pada materinya karena mengubah
apa yang ditentukan oleh UUK DIY. 
15Sabdatama kedua dan sabdaraja serta dhawuhraja yang dibacakan oleh sultan 
hamengkubuwono X pada tanggal 6 Maret, 1 Mei dan 5 Mei 2015 (Courtesy of youtube) 
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3. Poin Dhawuhraja: yang menjadi poin permasalahannya adalah nama Sultan dan
penetapan anaknya sebagai penerus. Hal ini jelas telah melawan UUK DIY.
Ketiga poin di atas erat kaitannya dengan isi atau materi muatan yang ada
di dalam UUK DIY. Hal tersebutlah yang menyebabkan timbulnya pro dan kontra
yang terjadi dikalangan masyarakat Yogyakarta. Bahkan dari keluarga keraton pun
yakni 15 (lima belas) adik Raja Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Sri Sultan Hamengku Buwono X membuat surat terbuka yang disampaikan kepada
Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk ketidaksetujuan dari mereka terhadap
pernyataan Sultan Hamengku Buwono X tersebut. Pro dan kontra yang terjadi juga
dapat dilihat dari pemberitaan baik yang ada di media massa, media cetak, bahkan
bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dituangkan di spanduk-spanduk
yang dipasang di pinggir-pinggir jalan Kota Yogyakarta.Menurut analisis peneliti,
ada beberapa isi dari Sabdatama, Sabdaraja, dan Dhawuhraja dapat dikatakan tidak
tepat bahkan bertentangan dengan UUK DIY. Sehingga hal tersebut menimbulkan
polemik  di  masyarakat.  Pertama,  dari  isi  Sabdatama yang menyatakan  bahwa:
“Jika membutuhkan untuk memperbaiki Undang-Undang Keistimewaan, dasarnya
Sabdatama dan Sabdatama ini dimunculkan sebagai rujukan untukmembahas apa
saja,  juga  menjadi  tata  cara  keraton  dan  negara,  dan  berlaku  seperti
undangundang”. Pertanyaannya adalah apakah Sabdatama dapat  dijadikan dasar
untuk merubah UUK DIY ?  Kedua,  perubahan nama  Ngarsa Dalem Sampeyan
Dalem  Ingkung  Sinuwun  Kanjeng Sultan  Hamengku  Senopati  Ing  Ngalaga
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Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah  atau yang disebut Sri Sultan
Hamengku  Buwono.  Ada  beberapa  poin  perubahan  nama  tersebut  melalui
Sabdaraja dan Dhawuhraja.
 1. Kata Kanjeng dihilangkan dan diganti dengan kata Sri. 
2. Kata Buwono dihilangkan dan diganti dengan kata Bawono.
3. Kata Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa dihilangkan dan diganti dengan
kata Ingkang   Jumeneng Kaping Kasepuluh. 
4. Ada penambahan kata Suryaning Mataram. 
5. Kata Khalifatullah dihilangkan dan diganti dengan kata Langgeng Ing 
Panatagama.
Ketiga,  perubahan nama Sultan dan penetapan anaknya sebagai  penerus
tahta   keraton.  isu politik yang muncul  adalah dengan adanya perubahan nama
tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono ingin mempersiapkan penerus tahta atau
posisinya  baik di  lingkungan keraton  maupun lingkungan pemerintahan kepada
anak perempuannya. Hal ini dikarenakan, Sri Sultan tidak mempunyai keturunan
laki-laki  maka  dengan  merubah  nama  anggapannya  dapat  mengakomodir
keinginan dari  Gubernur DIY tersebut.  Hal  ini  jelas telah melawan UUK DIY.
Secara yuridis, tentu perubahan nama tersebut membawa implikasi tersendiri bagi
UUK DIY. Implikasi tersebut telah membawa perubahan terhadap 10 Pasal yang
ada  dalam  UUK  DIY.  Namun,  perlu  dipertanyakan  kembali  apakah  melalui
Sabdaraja dan Dhawuhraja tersebut mampu untuk merubah UUK DIY?  Selain itu,
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keinginan Sultan Hamengku Buwono X untuk menurunkan tahtanya kepada anak
perempuannya melalui Sabdaraja dan Dhawuhraja ini tidak sesuai dengan UUK
DIY. Hal ini dikarenakan, di dalam UUK DIY tepatnya di dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf m yang berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur dan
Calon  Wakil  Gubernur  wajib  untuk  menyerahkan  daftar  riwayat  hidup  yang
memuat,  antara  lain  riwayat  pendidikan,  pekerjaan,  saudara  kandung,  istri,  dan
anak. Kata “istri” dari Pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut dapat dimaknai bahwa
yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur hanyalah seorang
pria  atau  laki-laki.  Oleh  karena  itu,  menurut  sebagian  masyarakat  Yogyakarta,
dengan isi Sabdaraja dan Dhawuhraja yang kontradiksi dengan UUK DIY maka
terlihat  sebagai  bentuk inkonsistensi  Sultan  terhadap Sabdatama pertama yakni
keinginan Sultan untuk membentuk UUK DIY.16 
 Terpecahnya ide  dan gagasan masyarakat  yang tidak sesuai  lagi  dengan
satu  pendapat  raja  menjadi  satu  hambatan  tersendiri  dalam  proses  politik
pergantian  pemimpin.  Atas  dasar  tersebut  maka reaksi  masyarakat  atas  putusan
MK pun sangat perlu untuk diteliti dan ditelaah kembali, karena hal ini niscaya
akan mendapatkan reaksi pro dan kontra. Bukti nyata reaksi kontra dari masyarakat
adalah paguyuban dukuh se-DIY Semar Sembogo yang mengecam uji materil UU
keistimewaan  tentang  penghapusan  daftar  riwayat  “istri”  dalam  persyaratan
pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan adanya resistensi dari
16https://nasional.tempo.co/read/1059225/polemik-sabda-raja-sultan-hb-x-3-tahun-
kerabat-keraton-berseteru 
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masyarakat yakni paguyuban dukuh se-DIY maka putusan MK akan dinilai oleh
masyarakat  bahwa  selanjutnya  kepemimpinan  kasultanan  yang  selalu  menyatu
dengan kepemimpinan agama tidak lagi diindahkan.17 Oleh karenanya hal tersebut
sangat perlu pembahasan lebih lanjut dan kemudian proses penelitian mendalam
terkait dengan persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap putusan
MK  agar  dapat  mengetahui  bagaimana  persepsi  masyarakat  Daerah  Istimewa
Yogyakarta  terhadap keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi  yang menghapus
kata “istri” dalam persyaratan pergantian jabatan gubernur.
17Hasil Wawancara langsung penulis dari Narasumber Mas Ngabehi Suraksa Budaya 
pada tanggal 16 Mei 2018 
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